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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya 
terdiri dari areal pertanian. Hubungan antara sektor pertanian dengan 
pembangunan nasional pada dasarnya merupakan hubungan yang saling berkaitan. 
Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
Indonesia yang sebagian besar hidup di daerah pedesaan dengan mata pencaharian 
sebagai petani. 
Pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian dan pembangunan 
nasional, maka salah satu kebijakan yang harus ditempuh adalah memantapkan 
ketahanan pangan nasional. Kebijakan tersebut sangat strategis mengingat 
kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi mempunyai dimensi yang sangat 
luas dan berkaitan erat dengan aspek sosial, politik dan ekonomi1. 
Basis dari lahan pertanian adalah pedesaan, maka dari itu kebijakan 
strategis di atas difokuskan di daerah pedesaan. Suatu desa bila ditinjau dari 
pengertian geografis merupakan perpaduan antara sekelompok manusia dengan 
lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut adalah wujud yang ditimbulkan oleh 
unsur-unsur fisiografisnya, sosial ekonomi dan kultur yang saling berinteraksi dan 
berhubungan antara unsur satu dengan yang lain2. 
 
                                                 
1 Kaslan A. Thohir. 1983. Seuntai Pengetahuan tentang Usaha Tani Indonesia. Jakarta: P.T. 
Bina Aksara. Halaman 163 
2 R. Bintarto. 1989. Interaksi Desa, Kota dan Masalahnya, Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Halaman 11 
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Perkembangan perekonomian di wilayah pedesaan dipengaruhi oleh letak 
desa tersebut dari perkotaan. Ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung di desa 
tersebut. Contoh fasilitas-fasilitas tersebut antara lain mesin-mesin atau alat-alat 
pertanian modern, jalan yang baik, sarana pengangkutan yang memadai dan lain-
lain. Dalam mengelola lingkungan pedesaan, ada beberapa hal yang menjadi 
perhatian dalam pengeksplorasiannya. Komponen-komponen yang penting 
diperhatikan tersebut adalah jenis pekerjaan, lingkungan alam, ukuran komunitas, 
kepadatan penduduk, heterogenitas dan homogenitas penduduk, diferensiasi dan 
stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan sistem interaksi sosial3. 
Kondisi perekonomian nasional pada awal pemerintahan orde baru tahun 
1966 mengalami keterpurukan yang menunjukkan tingginya tingkat inflasi yang 
menjadi penyebab kurang lancarnya pembangunan nasional. Pemerintahan orde 
baru mengeluarkan kebijakan melalui ketetapan MPRS No. XXIII tentang 
pembaruan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang bertujuan untuk 
mendobrak kemacetan ekonomi di berbagai sektor khususnya pertanian. 
Pemerintah orde baru kemudian melakukan pola umum pembangunan berjangka 
(25-30 tahun) yang disebut dengan pembangunan lima tahun (pelita). Kebijakan 
pelita berlangsung dari pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) sampai dengan 
pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999), pada pelita I dan II terjadi kenaikan 
produksi beras berturut-turut adalah 4,7% dan 3,8%. Hingga tercipta sasaran yang 
hendak dicapai dari kebijakan itu adalah peningkatan produksi pangan dan 
kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada masa itu ditandai dengan 
                                                 
3 Downey, W. David & Steven P. Ericson. 1989. Manajemen Agribisnis, Jakarta: Erlanga. 
Halaman 287. 
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swasembada pangan pada tahun 1984. Lembaga pertanian dan organisasi petani 
yang sangat berperan dalam keberhasilan swasembada pangan tersebut. Banyak 
kebijakan pemerintahan bagi petani di daerah untuk meningkatkan hasil pertanian. 
Dengan adanya lembaga pedesaan misalnya Kredit Usaha Tani (KUT), Koperasi 
Unit Desa (KUD), Badan Kredit Desa (BKD) dan dengan program-program dari 
lembaga usaha pedesaan tersebut diharapkan untuk bisa mencapai tujuan yaitu 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan petani pada khususnya, sebagai 
wadah kelompok usaha tani untuk mengungkapkan aspirasi petani. Pada pelita VI 
yaitu tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berujung pada 
keterpurukan sektor pertanian nasional dan lembaga-lembaga pertanian di daerah 
tidak berjalan dengan baik. Pemerintah mencoba bangkit dari krisis ekonomi 
dengan melakukan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu dengan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 
Salah satu usaha pemerintah pada tahun 2003 untuk terwujudnya 
ketahanan pangan nasional adalah dengan kebijakan adanya Dana Penguatan 
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yaitu pinjaman tanpa 
bunga kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) di masing-masing daerah. 
Keberhasilan adanya DPM-LUEP tersebut telah ditandai dengan tercapainya 
swasembada beras pada tahun 2008. Produksi bahan pangan mempunyai peranan 
penting dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu bahan makanan pokok 
di suatu daerah adalah sangat perlu untuk segera dilakukan kebijakan guna 
perencanaan peningkatan produksi bahan pangan selanjutnya. Peningkatan 
 5 
produksi bahan pangan khususnya makanan pokok atau tanaman pangan 
merupakan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan tersebut4. 
Data Sukoharjo dalam angka tahun 20035 menunjukkan produksi pada 
tahun 1999 sebesar 263.161 ton sedangkan tahun 2003 sebesar 273.108 ton. Data 
ini menunjukkan bahwa produksi padi mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan 
karena faktor cuaca, luasnya lahan persawahan serta manajemen pasca panen. 
Namun demikian data dari sumber yang sama menyebutkan bahwa konsumsi 
beras dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang tentunya disebabkan 
karena meningkatnya jumlah penduduk. 
Petani padi di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya di Kecamatan 
Mojolaban sudah tergolong modern dalam pengelolaan pertanian padi. Mulai dari 
awal penanaman, proses perawatan, sampai penanganan pasca panen. Para petani 
juga rutin mendapatkan penyuluhan pertanian dari petugas penyuluhan di Dinas 
Pertanian di desa masing-masing tentang perencanaan tanam hingga manajemen 
pemasaran. 
Dalam hal penanganan tahap pasca panen, dengan adanya DPM-LUEP 
yang ditujukan bagi petani dan pengusaha penggilingan padi dalam naungan 
Gapoktan, dapat mengelola hasil panen dan mengontrol harga. Petani bisa mandiri 
untuk melakukan proses hasil panen yang terdiri dari pemotongan batang padi, 
perontokan gabah, pengeringan hingga penggilingan gabah menjadi beras. Proses 
penanganan pasca panen tersebut biasanya dilakukan oleh kelompok tani dan 
pengusaha penggilingan padi dan tergabung dalam Gapoktan yang sudah 
                                                 
4 Daldjoeni. N. 1979. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan, Bandung. Penerbit 
Alumni. Halaman 71. 
5 Sukoharjo Dalam Angka. 2003. BPS Kabupaten Sukoharjo. Halaman 17. 
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mempunyai peralatan lengkap. Setelah padi atau gabah dikemas, kemudian 
dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa hasil yang didapat oleh petani. 
Setelah proses tersebut, barulah gabah tersebut dibawa ke penggilingan padi untuk 
kemudian dilakukan proses penggilingan menjadi beras. 
Di Kabupaten Sukoharjo ada 314 gabungan kelompok tani (Gapoktan) 
yang terdiri dari para petani dan pengusaha di bidang pertanian yang tersebar 
dalam 12 kecamatan. Kebijakan untuk mendukung DPM-LUEP bagi petani di 
daerah pada tahun 2006. Pemerintah menganggarkan dana 2,14 milyar untuk 
pembangunan ekonomi pedesaan yang ditujukan pada Gapoktan di Kecamatan 
Mojolaban, adapun di Kecamatan Mojolaban ada 51 gapoktan yang menjadi 
penerima DPM-LUEP yang digunakan untuk pembelian gabah petani. Bagi 
masyarakat Indonesia dan di Kecamatan Mojolaban pada khususnya beras 
menjadi komoditi yang sangat penting baik dilihat dari sisi produsen, pemasaran 
maupun sisi konsumen. Pertanian di Kecamatan Mojolaban merupakan sektor 
penting dan menjadi prospek yang baik bagi peningkatan pendapatan daerah. 
Melalui mekanisme DPM-LUEP untuk proses pasca panen yang dilakukan oleh 
perusahaan penggilingan padi ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi 
pertanian di Kecamatan Mojolanban. 
Perkembangan perekonomian banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi 
di suatu daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa di samping pertanian juga sektor 
industri banyak menunjang perkembangan perekonomian penduduk pedesaan. 
Melalui DPM-LUEP petani bisa menjalankan manajemen pemasarannya. Hal 
tersebut dibuktikan dengan naiknya pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo 
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yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di sektor pertanian. Proses 
organisasi suatu Gapoktan di samping sebagai petani, juga dapat berwirausaha di 
bidang pertanian. Salah satu kegiatan kewirausahaan yang bisa dilakukan di 
daerah pedesaan adalah penggilingan padi, yaitu sebuah usaha yang membantu 
para petani padi dalam pemasaran hasil pertanian padi mereka. Penggilingan padi 
adalah salah satu tahapan pasca panen padi yang terdiri dari beberapa rangkaian 
proses untuk mengolah gabah menjadi beras siap konsumsi6. 
Di wilayah Kabupaten Sukoharjo terdapat sekitar 114 perusahaan 
penggilingan padi yang menjadi anggota Gapoktan. Perusahaan tersebut tersebar 
di 12 kecamatan. Penggilingan padi di Mojolaban sebagian besar sudah cukup 
modern kalau dilihat dari segi pemasaran, karena daerah jangkauan pasarnya yang 
cukup luas, yaitu kota-kota besar di Pulau Jawa seperti: Jakarta, Bandung dan 
Surabaya. Masing-masing usaha penggilingan padi ini rata-rata mampu menyerap 
tenaga kerja sekitar 20 orang. Para petani dan perusahaan penggilingan padi 
sangat terbantu dengan adanya DPM-LUEP untuk pembelian gabah petani yang 
kemudian dilakukan proses penggilingan padi. Adanya DPM-LUEP bagi 
masyarakat di wilayah Kecamatan Mojolaban mempunyai peran yang cukup besar 
dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dalam 
perencanaan hingga pemasaran hasil panen dan pemenuhan kebutuhan pokok 
yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan hidup petani di 
Kecamatan Mojolaban serta terciptanya stabilitas harga beras dan peningkatan 
produksi yang berdampak surplus beras Nasional. Bagaimana latar belakang dan 
                                                 
6 Pawitri, Abdul Waries. 2006. Teknologi Penggilingan Padi. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Umum. Halaman 1 
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pengaruh adanya DPM-LUEP di Mojolaban terhadap kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di Kecamatan Mojolaban, membuat ketertarikan untuk mengangkat 
masalah tersebut sebagai tema penulisn skripsi. Judul dari skripsi ini adalah 
“Pengaruh Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-
LUEP) terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Mojolaban”. 
 
A. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana latar belakang adanya DPM-LUEP di Kecamatan Mojolaban? 
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan DPM-LUEP di Kecamatan 
Mojolaban? 
3. Bagaimana pengaruh adanya LUEP di Kecamatan Mojolaban terhadap kondisi 
sosial ekonomi petani di Kecamatan Mojolaban Tahun 2003-2008? 
 
B. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui latar belakang adanya DPM-LUEP di Kecamatan 
Mojolaban. 
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan DPM-LUEP di Kecamatan 
Mojolaban. 
3. Untuk mengetahui pengaruh adanya LUEP di Kecamatan Mojolaban terhadap 
kondisi sosial ekonomi petani di Kecamatan Mojolaban Tahun 2003-2008. 
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C. Manfaat Penelitian 
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Dapat mengetahui masalah sistem organisasi pertanian yang keberadaannya 
sangat membantu petani dan masyarakat di Kecamatan Mojolaban. 
2. Berguna bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di sektor pertanian 
khususnya tanaman padi. 
3. Sebagai referansi bagi calon peneliti dan masyarakat akademisi yang sedang 
menyusun penelitian dalam bidang ilmu yang sama. 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur dan referensi yang 
relevan dengan tema yang diangkat. Literatur dan referensi tersebut akan 
dijadikan bahan acuan penulisan skripsi bagi penulis. Literatur dan referensi 
tersebut antara lain: 
Mubyarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ekonomi Pertanian 
(1995) mengemukakan tentang banyanya persoalan yang dihadapi petani dalam 
hal pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, prinsip-prinsip ekonomi dalam 
usaha tani dan permodalan dalam produksi pertanian. Buku ini sangat membantu 
dalam menganalisa kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Dan 
menganalisa ekonomi dan proses (teknis) produksi dan hasil produksi dalam satu 
proses produksi pertanian. Persoalan-persoalan ekonomi pertanian yang 
menjelaskan secara detil tentang petani baik yang berhubungan langsung dengan 
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produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya maupun yang dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan aspek sosial, kebudayaan, 
kepercayaan dan tradisi yang semuanya memegang peranan penting dalam 
tindakan-tindakan petani. 
Ekonomi Pertanian Indonesia (1989) karangan Entang Sastra Atmaja 
menjelaskan tentang pembangunan ekonomi pertanian Indonesia dari tahun ke 
tahun mengalami fluktuasi, juga menjelaskan tentang perencanaan usaha tani 
dengan cara pertama mendidik para petani agar mampu mengambil sikap dan 
keputusan tegas dalam menciptakan usaha taninya. Kedua membantu para petani 
untuk memperincikan segala kebutuhan sarana produksi. Ketiga kebijakan untuk 
membantu petani untuk menciptakan kredit pinjaman dan cara pengembaliannya 
dengan mekanisme yang jelas. Keempat membantu memaksimalkan hasil 
produksi dan pemasarannya. Kelima berpendapat bahwa hewan ternak 
berpengaruh pada produksi usaha tani dapat dimasukkan dalam program 
peningkatan usaha tani. 
Dalam buku Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan (1979) karangan 
N. Daldjoeni dan A. Suyitno membahas tentang penyadaran manusia desa 
menjadi manusia pembangun dengan membagi teorinya menjadi tiga aspek 
kondisi sosial ekonomi, latar belakang sejarah dan lingkungan alam serta refleksi 
sosiologis tentang modernisasi desa yang lebih menekankan tentang modernisasi 
desa yang berkaitan dengan beberapa hal seperti komunikasi dan transportasi. 
Involusi Pertanian (1883) walaupun banyak menuai kontroversi tetapi 
karangan Clifford Geertz ini dengan jelas menerangkan tentang pertanian dan 
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petani Jawa secara khusus harus bertahan menghadapi realita jumlah penduduk 
dan kemiskinan pada masa kolonial, dalam perspektif ini nilai-nilai budaya petani 
Jawa menjadi penting sebagai orientasi bahwa sistem pertanian tidak lain adalah 
kerja kebudayaan petani Jawa. Dan menunjukkan fakta bahwa petani Jawa tidak 
menerima begitu saja kondisi kemiskinan yang mereka alami sebagaimana 
manusia lain dan bukan manusia pasif dengan menjadi migrant ke kota guna 
meningkatkan kualitas kehidupannya. 
Dalam buku Manajemen Agribisnis (1989) karangan W. David Downey 
dan Stephen P. Erickson, di dalamnya mengulas tentang usaha-usaha yang berada 
dalam lingkup sektor pertanian, bagaimana usaha tersebut dapat berjalan, dan 
strategi pemasaran hasil pertanian. Buku ini mengajarkan tentang bagaimana 
mengelola sebuah usaha yang berkaitan dengan dunia pertanian. Mulai dari awal 
usaha pertanian terbentuk, proses pengelolaan dan produksi, pemasaran serta 
dampak dan hubungan usaha tersebut dengan stakeholder (orang-orang atau 
kelompok yang berhubungan dengan suatu usaha) dan menunjukkan tentang pola 
pemasaran produk petani dalam agribisnis. 
Management Pembangunan Desa (1978) buku karangan Made Wahyu 
Sutehedja dan I. Gusti Ketut Swalem menerangkan tentang latar belakang 
permasalahan pedesaan dan pertanian menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan 
merupakan individu yang mempunyai interaksi sosial budaya yang berfluktuasi 
dalam ikatan dan intensitasnya. Serta menjelaskan tentang faktor yang membawa 
pengaruh terhadap turun dan  naiknya kondisi ekonomi pedesaan yang 
dipengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat pedesaan, faktor alam dan letak desa. 
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E. Metode Penelitian 
1. Metode Penelitian 
Dalam penulisan karya ilmiah harus didukung dengan metode penelitian 
karena mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan hasil yang dicapai. Penelitian 
sejarah pada studi ini didasarkan pada metode sejarah. Menurut Nugroho Susanto, 
metode sejarah merupakan kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis. 
Kumpulan prinsip dan aturan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara 
efektir di dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan sejarah, menilai secara kritis 
dan menyajikan suatu sintesa dari hasil-hasil dalam bentuk tertulis7. Dari 
penjelasan tersebut, metode-metode sejarah memiliki empat tahapan proses 
penelitian. 
Proses yang pertama adalah melakukan heuristik yang menjadi langkah 
awal dalam penulisan sejarah. Heuristik adalah proses mencari dan 
mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam 
penelitian ini digunakan data tertulis dan data lisan. Data tertulis berupa dokumen 
dan studi pustaka sedangkan data lisan diperoleh dari wawancara dengan nara 
sumber. 
Proses selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-
fakta yang dimunculkan dari data-data yang sudah terseleksi menurut aturan 
waktu dan peristiwa yang disesuaikan dengan tema yang dibahas. 
                                                 
7 Nugroho Noto Susanto. 1978. Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman. Jakarta: 
Yayasan Idayu. Halaman 11. 
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Proses terakhir yaitu historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah 
sebagai proses akhir dari studi sejarah8. Penulisan sejarah merupakan hasil sintesa 
dari fakta-fakta yang ditemukan dan diurutkan secara kronologis yang selanjutnya 
ditulis dalam bentuk kisah sejarah. 
Dalam penelitian mengenai perkembangan LUEP menetapkan lokasi 
Kecamatan Mojolanan sebagai lokasi penelitian dengan alas an secara geografis 
Kecamatan Mojolaban merupakan dataran rendah lebih banyak merupakan 
persawahan yang dijadikan lahan pertanian padi. 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 
teknik-teknik sebagai berikut: 
a. Studi Bahan Dokumen 
Teknik pengumpulan data ini merupakan bahan utama dalam penulisan 
sejarah, karena sebagian besar fakta dan data sosial tersimpan di dalamnya. Studi 
dokumen bertujuan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan peristiwa-
peristiwa yang terkait dalam penelitian. Dokumen berfungsi untuk menyajikan 
data yang digunakan untuk menguji dan memberikan gambaran kepada teori 
sehingga akan memperoleh pengertian historis tentang fenomena yang ada9. 
Untuk dokumen yang tersedia berupa Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 
2006 dan laporan kegiatan DPM-LUEP tahun 2003 sampai 2008 di Dinas 
Pertanian Sukoharjo. 
                                                 
8 Sartono Kartodiredjo. 1982. Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 58. 
9 Gotschalk, Louis. 1978. Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Press. Halaman 83. 
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b. Wawancara 
Menurut Koentjaraningrat, wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi 
verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara ini 
berusaha untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari subyek yang 
diwawancarai terutama difokuskan untuk mendapatkan data mengenai diri serta 
pendirinya terhadap masalah yang diajukan10. Untuk menentukan data yang 
berupa informasi, menggunakan teknik “purposif sampling” dalam menentukan 
informan yaitu wawancara dengan staf kecamatan yang bernama Diono dan 
Sugiarti yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Sukoharjo, pemilik 
penggilingan SRI DEWI, H. Ngatno Purwosasono dan Ketua Kelompok Tani di 
Desa Plumbon, Jaiman Suparno. Dalam menggunakan teknik ini cenderung untuk 
memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahan secara 
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
c. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan proses pengumpulan bahan-bahan melalui riset 
kepustakaan yang berhubungan dengan topik permasalahan. Studi pustaka 
merupakan bahan pelengkap dalam sebuah penelitian. Studi pustaka bertujuan 
untuk melengkapi data-data yang belum terungkap dan tersedia dalam sumber 
primer. Dalam penelitian ini studi pustaka ini dilakukan dengan mencari data-data 
dari buku referensi Mubyarto, Entang Sastraatmaja yang didapat dari 
Perpustakaan Pusat UNS dan Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS. 
                                                 
10 Koentjaraningrat. 1983. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. Halaman 129. 
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Serta laporan pelaksanaan DPM-LUEP, surat kabar Sinar Tani dan Kompas yang 
dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
 
3. Teknik Analisa Data 
Analisa data ini didasarkan pada pendekatan historis, yaitu analisa untuk 
mencari hubungan sebab akibat dari fenomena historis pada ruang dan waktu 
tertentu. Hal ini digunakan karena akan lebih mampu mengungkapkan pengaruh 
adanya LUEP terhadap kondisi sosial ekonomi petani di Kecamatan Mojolaban. 
Analisa dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Deskriptif artinya 
memaparkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus yang terdapat dalam 
fenomena tersebut. Analisis adalah usaha untuk menganalisa dan 
menginterpretasikan data-data yang berhubungan dengan topik permasalahan. 
Sehingga teknik analisanya adalah merangkaikan antara data yang satu dengan 
data yang lainnya berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan penelitian. 
 
4. Sistematika Penulisan 
Untuk memahami isi skripsi ini menggunakan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I : Merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : Menggambarkan tentang deskripsi secara umum wilayah 
penelitian. Yaitu mengenai kondisi ekologi, jumlah penduduk, mata pencaharian, 
 16 
tingkat pendidikan, sarana penunjang perekonomian di Kecamatan Mojolaban 
serta sarana pendidikan dan sosial desa. Dalam bab ini juga menjelaskan secara 
singkat mengenai Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang meliputi 
mekanisme kerjanya. 
BAB III : Membahas tentang pelaksanaan Dana Penguatan Modal 
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dijelaskan juga jumlah 
Gabungan Kelompok Tani yang mengambil dana LUEP, syarat-syaratnya 
pengambilan dana LUEP dan mekanisme pengembaliannya serta permasalahan 
yang muncul dengan adanya DPM-LUEP. 
BAB IV : Memaparkan tentang peranan DPM-LUEP dalam meningkatkan 
produksi beras dan pembelian gabah petani, sehingga menciptakan perubahan 
sosial petani dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani di 
Kecamatan Mojolaban. 
BAB V : Merupakan ringkasan dari pemaparan di atas. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KECAMATAN MOJOLABAN  
 
A. Kondisi Ekologi 
Tiga syarat dasar yang melatarbelakangi terbentuknya suatu desa adalah 
terdapat lokasi atau daerah pemukiman, adanya penduduk yang mendiami daerah 
tersebut, serta kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan 
norma-norma. Norma-norma tersebut ditetapkan oleh masyarakat secara tidak 
tertulis maupun oleh pemerintah menurut undang-undang yang sah. Letak desa 
yang berbatasan dengan desa yang lain akan menyebabkan interaksi sosial antar 
masyarakat desa. Di samping itu lingkungan kota juga memberikan pengaruh 
khususnya terhadap perkembangan masyarakat desa terdekatnya. Hal ini 
dipengaruhi adanya faktor letak yang merupakan unsur penting dan menentukan 
dalam bidang ekonomi, sosial, industri maupun kultural atau budaya. 
Kecamatan Mojolaban merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 
Sukoharjo yang terletak di dataran rendah, dengan temperatur rata-rata 25,50 oC 
dan curah hujan rata-rata 2000-3500 ml/tahun. Luas wilayah Kecamatan 
Mojolaban adalah 3.533,69 Ha, yang terdiri dari 15 desa. Wilayah Kecamatan 
Mojolaban dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah barat yang terdapat 8 desa 
dengan luas 1.941,47 Ha dan wilayah timur yang terbagi dalam 7 desa dengan 
luas wilayah sebesar 1.592,23 Ha11. 
 
                                                 
      11 Data Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006. 
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TABEL 1 
Desa-desa di Wilayah Kecamatan Mojolaban 
Wilayah Timur Wilayah Barat 
Desa Triyagan 
Desa Joho 
Desa Bekonang 
Desa Klumprit 
Desa Sapen 
Desa Kragilan 
Desa Cangkol 
 
Desa Wirun 
Desa Tegalmade 
Desa Laban 
Desa Gadingan 
Desa Plumbon 
Desa Dukuh 
Desa Demakan 
Desa Palur 
Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006 
 Secara fisik geografis, wilayah Kecamatan Mojolaban terletak di bagian 
timur laut wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan jarak ± 10 Km dari pusat 
Kabupaten Sukoharjo atau ± 10 Km dari Kota Surakarta. Sebelah utara dan timur 
Kecamatan Mijolaban berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Di sebelah 
selatan berbatasan dengan Kecamatan Polokarto, sedangkan sebelah barat 
berbatasan dengan Kota Surakarta. 
 Letak yang strategis tersebut menjadikan hubungan transportasi antara 
Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kecamatan Mojolaban cukup mudah. 
Sehingga Kecamatan Mojolaban dapat dijadikan sebagai tempat transit, pusat 
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pasar, dan pusat budaya (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perkantoran) 
bagi daerah-daerah di sekitarnya12. 
 Sebagian besar wilayah Kecamatan Mojolaban adalah lahan pertanian 
(hampir 90% hasil pertaniannya berupa padi), sisanya berupa perumahan, tanah 
lapang, dan pasar. Kondisi tanah pertanian di Kecamatan Mojolaban cukup subur, 
karena baiknya aliran irigasi yang berasal dari sungai Bengawan Solo dan waduk 
Lalung. Irigasi yang cukup baik ini menjadikan sektor pertanian di Kecamatan 
Mojolaban cukup maju13. Dipandang dari sisi geografis, Kecamatan Mojolaban 
termasuk daerah dengan kondisi batuan Vulkanik Kuarter Muda. Karena 
pengaruhair tanah yang cukup dangkal di samping daerah yang relatif rendah dan 
datar, batuan vulkanik kuarter muda tersebut mengalami pelapukan sehingga 
berubah menjadi lempung atau tanah liat yang dijadikan masyarakat setempat 
sebagai bahan baku untuk membuat batu bata dan genting14. Hasil yang diperoleh 
dari penjualan batu-bata dan genting tersebut cukup memuaskan, bahkan hasil 
produksi mereka mampu bersaing di pasaran karena kualitasnya yang sangat  
bagus.  
 Produksi pertanian khususnya padi di daerah Mojolaban terbilang paling 
baik di banding Kecamatan lain di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dengan luas 
areal pertanian 2.250 Ha dapat menghasilkan produksi padi rata-rata 7,6 ton per 
Ha15.  
                                                 
      12Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Mojolaban tahun 1990-2010. Badan Perencanaan     
Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Halaman 3.  
      13Wawancara dengan Bapak Ngateno. Petani dari Desa Plumbon. Tanggal 17 Juli 2009 
      14Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Mojolaban tahun 1990-2010. Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Halaman 47. 
      15 Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006 
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 Irigasi untuk lahan pertanian di Kecamatan Mojolaban berasal dari aliran 
sungai Bengawan Solo dan waduk Lalung, panjang saluran air yang dijadikan 
sarana irigasi dari sungai Bengawan Solo adalah 80 Km untuk aliran primer, 
5,430 Km untuk saluran sekunder, 26,613 Km untuk saluran tersier dan 77,892 
Km untuk saluran kuarter. Jenis irigasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
irigasi teknis untuk lahan 1.880,1074 Ha dan irigasi setengah teknis untuk lahan 
seluas 172,8307 Ha16. 
TABEL 2 
Luas dan Produksi Tanaman Utama dan Tanaman Perdagangan 
2003 2006 2008 
No. Jenis Tanaman 
Luas 
Lahan 
(Ha) 
Jumlah 
Produksi 
(Ton) 
Luas 
Lahan 
(Ha) 
Jumlah 
Produksi 
(Ton) 
Luas 
Lahan 
(Ha) 
Jumlah 
Produksi 
(Ton) 
1 Padi 
      
6,613  
      
40,254  
      
6,313  
      
42,474  
      
6,206  
      
44,658  
2 Kedelai 3 3.5 1 0.9 0.8 1 
3 Buah-buahan 7.2 30.4 4 16 2.5 12.3 
 Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2003, 2006, 2008 
 Dilihat dari data di atas, produksi padi dari tahun ke tahun menempati 
urutan pertama dari komoditi pertanian di Kecamatan Mojolaban. Hal ini 
dikarenakan para petani dapat melakukan tiga kali masa tanam dalam waktu satu 
tahun. Hasil produksi padi akan berhasil dengan baik apabila tidak ada gangguan 
selama masa tanam hingga waktu panen tiba. Gangguan yang sering 
menyebabkan gagal panen adalah serangan hama (tikus, wereng, keong, dan ulat), 
kejenuhan tanah yang disebabkan karena lahan dipakai secara terus menerus 
                                                 
     16 Dokumen Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo 
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selama tiga kali musim tanam, serta curah hujan yang tidak menentu17. Dari tabel 
juga dapat dilihat bahwa jumlah produksi padi mulai tahun 2003 sampai 2008 
terus mengalami kenaikan walaupun luas lahan semakin berkurang. Kenyataan itu 
salah satunya dikarenakan adanya Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) 
yang tujuan program-programnya ialah memberdayakan serta mengoptimalkan 
potensi petani dalam mengolah lahan pertanian meraka. Dana LUEP, hasil panen 
padi petani dapat dibeli dengan harga yang memenuhi standart. Petani 
memperoleh laba yang cukup untuk kemudian digunakan sebagai modal tanam 
padi musim selanjutnya. Ketersediaan dana yang kuat, maka petani dapat membeli 
pupuk yang cukup dan tepat waktu. Serta melakukan penanganan-penanganan 
yang sesuai terhadap tanaman padi mereka. 
 
B. Kondisi Demografi 
 Untuk menentukan arah kebijakan dalam pembangunan suatu daerah, 
perlu diketahui keadaan demografis suatu daerah tersebut. Karena masalah 
demografis merupakan elemen yang cukup penting di suatu daerah atau wilayah. 
1. Jumlah Penduduk 
 Dipandang dari sudut faktor produksi, manusia merupakan salah satu 
faktor utama dalam pembangunan suatu negara disamping alam dan modal. 
Sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah pedesaan terutama di 
Pulau Jawa, sehingga dapat dikatakan bahwa pusat kepadatan penduduk Indonesia 
                                                 
     17 Wawancara dengan  Supangat, staf Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Tanggal 17 Juli 
2009. 
 22 
berada di daerah pedesaan18. Permasalahan tentang aspek kependudukan di daerah 
pedesaan pada dasarnya mencakup berbagai hal tang berkaitan erat dengan 
kesejahteraan masyarakat19. Dalam bentuk sederhana, kesejahteraan masyarakat 
itu sendiri mencakup pengertian bahwa seseorang itu mampu mencukupi 
kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal. 
 Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan pertambahan tenaga kerja 
untuk produksi selama pemakaian secara optimal dari modal dan tanah di bidang 
pertanian belum dapat tercapai. Jika keadaan tersebut terjadi, maka akan 
menambah produksi rata-rata20. Keadaan tersebut di atas terjadi pada manyarakat 
petani tradisional, dimana dalam pengolahan lahan pertanian masih mengandalkan 
tenaga manusia secara keseluruhan. Namun sebaliknya apabila pemakaian modal 
disertai dengan penggunaan teknologi pertanian modern, maka pemakaian tenaga 
manusia akan mengalami penurunan. Dengan kata lain, apabila pertanian 
tradisional beralih menjadi pertanian modern, dimana lebih banyak menggunakan 
peralatan yang bermesin maka tenaga manusia akan bergeser digantikan dengan 
peralatan pertanian yang lebih canggih seperti traktor, power tleser, dan 
sebagainya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru di pedesaan yaitu 
munculnya pengangguran dan urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. 
 Apabila masalah kependudukan tersebut tidak ditangani secara khusus, 
maka akan timbul masalah yang menghambat pembangunan. Untuk 
                                                 
     18 Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta. Balai Pustaka. Halaman 4. 
     19 Bahreint, T Sugihen. 1987. Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo 
Persada. Halaman 88. 
     20 Kasian, A Thohir. 1962. Ekonomi Selayang Pandang. Bandung. Sumur Bandung. Halaman 
455. 
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menanggulangi hal tersebut diperlukan adanya kebijakan bidang kependudukan 
secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup seluruh aspek kependudukan21. 
 Dari uraian di atas, berikut adalah gambaran tentang jumlah penduduk di 
wilayah Kecamatan Mojolaban. 
TABEL 3 
Jumlah Penduduk Kecamatan Mojolaban Berdasarkan Usia 
Tahun 
No. Usia (Tahun)       
2003 2006 2008 
1 0 – 6 9,735  10.947 
11,654 
2 7 – 12 10,008  10.989 
12,238 
3 13 – 18 9,744  10.971 
12,562 
4 19 – 24 9,517  10.671 
12,965 
5 25 – 55 19,826  21.131 
23,477 
6 56 – 79 8,951  10.071 
11,124 
7 > 80 2,093  2.276 
2,507 
Total 69,874  77.056 86,527 
Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2003, 2006, 2008. 
 Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dibedakan lagi menjadi tiga golongan 
penduduk. Yaitu usia belum produktif (0 – 12 tahun), usia produktif (13 – 55 
tahun), dan usia sudah tidak produktif (56 – 80 tahun). Dari data di atas dapat 
dilihat bahwa di Kecamatan Mojolaban kategori penduduk terbanyak ialah 
kategori usia produktif (13 – 55 tahun) sebanyak 42.773 jiwa, terbanyak kedua 
adalah penduduk kategori belum produktif atau anak-anak (0 – 12 tahun) sebesar 
                                                 
     21 GBHN. Tap MPR No. II/MPR/1998. 
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21.936 jiwa, dan yang terakhir peduduk dengan kategori tua atau sudah tidak 
produktif (56 – 80 tahun) sebanyak 12.347 jiwa. 
2. Sistem Mata Pencaharian 
Sistem pengairan dan keadaan ekologi yang baik, ternyata sangat 
berpengaruh tehadap jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Mojolaban. 
Sebagian penduduk yang mendiami wilayah Kecamatan Mojolaban 
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan Kecamatan 
Mojolaban memiliki areal pertanian yang sangat luas dan tanahnya tergolong 
subur. 
Mata pencaharian penduduk di suatu wilayah berpengaruh terhadap 
tingkat kesejahteraan, pola kehidupan sosial, dan stratifikasi atau tingkatan sosial 
penduduk di daerah tersebut. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah agraris 
ataupun daerah indutri, antara lain didasarkan pada mayoritas mata pencaharian 
penduduknya22. Di Kecamatan Mojolaban sebagian besar penduduknya 
bermatapencaharian di sektor pertanian, maka Kecamatan Mojolaban dapat 
dikategorikan sebagai daerah agraris. Sebutan daerah agraris tersebut juga 
dikuatkan dengan jumlah produksi pertanian padi petani Kecamatan Mojolaban 
yang cukup besar. Hasil produksi padi petani Kecamatan Mojolaban tidak hanya 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, tetapi sudah dijual ke luar 
daerah. Berikut adalah tabel klasifikasi mata pencaharian penduduk Kecamatan 
Mojolaban yang menunjukkan bukti bahwa daerah Kecamatan Mojolaban adalah 
daerah agraris.  
                                                 
      22 Redfield, Robert. 1985. Masyarakat Petani dan Kebudayaan. Jakarta. CV Rajawali. 
Halaman 19. 
 25 
TABEL 4 
Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Mojolaban 
2003 2006 2008 No. Mata Pencaharian 
Jumlah 
(Jiwa) 
 (%) Jumlah 
(Jiwa) 
 (%) Jumlah 
(Jiwa) 
(%) 
1 Petani       
13,245  
 
46 
 
11,867 38 
      
9,957  31 
2 Pengusaha sedang            
157  
 
1 
 
162 1 
         
258  1 
3 Pengrajin         
2,751  
 
9 
 
3,571 11 
      
4,361  13 
4 Buruh tani         
3,130  
 
11 
 
2,856 9 
      
2,544  8 
5 Buruh industri         
2,058  
 
7 
 
2,974 9 
      
3,656  11 
6 Buruh bangunan            
719  
 
2 
 
874 3 
      
1,094  3 
7 Pedagang         
1,198  
 
4 
 
1,931 6 
      
2,339  7 
8 Pengangkutan            
369  
 
1 
 
569 2 
         
774  2 
9 Pegawai Negeri Sipil         
2,414  
 
8 
 
2,928 9 
  
3,306  10 
10 ABRI         
1,364  
 
5 
 
1,574 5 
      
1,832  6 
11 Pensiunan 
(ABRI/PNS) 
        
1,577  
 
5 
 
2,019 
 
6 
      
2,465  8 
 
Total 
 
28,982 
 
100 
 
31,325 
 
100 
 
32,586 
 
100 
Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2003, 2006, 2008 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan 
Mojolaban sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun dari 
tahun ke tahun prosentasenya semakin menurun, namun tetap paling besar jika 
dibandingkan dengan jenis mata pencaharian yang lain. Semakin menurunnya 
prosentase jumlah petani di Kecamatan Mojolaban disebabkan karena semakin 
meningkatnya tingkat pendidikan dan semakin beragamnya pola pikir masyarakat, 
sehingga banyak yang memilih jenis usaha dan pekerjaan yang lain, seperti usaha 
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kerajinan atau usaha yang bergerak di bidang jasa. Mata pencaharian terbanyak 
kedua ialah pengrajin. Pengrajin di Kecamatan Mojolaban antara lain 
mengerjakan kerajinan genting, batu bata, meubelair, suttle cock, gamelan, dan 
lain-lain. Kemudian sebagai mata pencaharian paling sedikit ditempati oleh 
klasifikasi pengusaha sedang, yakni sebesar 1%. Pengusaha sedang ini contohnya 
pengusaha konveksi, bengkel, dan pertokoan. 
3. Tingkat Pendidikan 
 Pada kenyataannya pendidikan formal tidak selalu merupakanfaktor 
penentu dalammendukung keterampilan yang bersifat teknis, akan tetapi 
merupakan faktor potensial yang dapat dijadikan modal dalam mengelola suatu 
usaha. Selain itu pendidikan formal juga berpengaruh terhadap mental dan 
kewajiban seseorang. Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan 
formal tinggi, tentunya akan menunjukkan sikap dan pola tingkah laku yang 
sesuai dengan pola pikirnya. 
TABEL 5 
Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Mojolaban 
2003 2006 2008 
No. Tingkat Pendidikan 
Jumlah (%) Jumlah  (%) Jumlah (%) 
1 Belum sekolah 4,211 6 4,941 7 5,311 7 
2 Tidak tamat SD 11,817 17 12,910 18 13,124 17 
3 SD 11,231 16 12,701 17 13,467 18 
4 SMP 9,952 14 10,310 14 11,231 15 
5 SMA 17,554 25 18,317 25 18,246 24 
6 Tamat akademi 2,896 4 3,106 4 3,511 5 
7 Perguruan tinggi 1,754 3 2,007 3 2,743 4 
8 Buta huruf 9,854 14 8,917 12 8,121 11 
TOTAL 69,269 100 73,209 100 75,754 100 
Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2003, 2006, 2008 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat kesadaran penduduk Kecamatan 
Mojolaban tergolong tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan paling tingginya 
prosentase lulusan SMA di Kecamatan Mojolaban. Dengan demikian penduduk 
Kecamatan Mojolaban telah ikut mensukseskan program pemerintah di bidang 
pendidikan, yaitu “Wajib Belajar Sembilan Tahun”. Kebanyakan penduduk 
Kecamatan Mojolaban dengan lulusan SMA bekerja di sektor jasa dan industri. 
Seperti karyawan pabrik, pramuniaga, dan lain-lain. Namun demikian, di wilayah 
Kecamatan Mojolaban juga masih mempunyai penduduk yang buta huruf. 
Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh tani dan buruh serabutan 
lainnya. 
4. Sistem Religi 
 Sebagian besar penduduk Kecamatan Mojolaban adalah pemeluk agama 
Islam. Pemeluk agama Islam di daerah pedesaan digolongkan menjadi dua 
golongan. Yaitu golongan yang taat beragama dan golongan yang tidak 
menjalankan ajaran Islam secara baik, dalam artian mereka mengaku menganut 
agama Islam, tetapi tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Dua keadaan 
masyarakat agama Islam yang demikian dinamakan golongan varian santri dan 
abangan23. Vairian santri ialah mereka yang benar-benar menjalankan syariat 
Islam dengan baik. Sedangkan golongan abangan adalah mereka yang masih 
menyatukan unsur-unsur Hindu dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun 
demikian, walaupun agama dan kepercayaan yang dianur berbeda-beda, tetapi 
tidak mempengaruhi kegiatan mereka dalam mencari sumber penghasilan. 
                                                 
     23 Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta. PN Balai Pustaka. Halaman 310. 
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 Kelompok Islam abangan yang sebagian dianut olah penduduk Kecamatan 
Mojolaban masih mengenal tradisi selamatan. Tradisi ini biasanya berupa 
selamatan yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran dan kematian. 
 Maka dapat dilihat secara umum bahwa budaya dan religi Jawa bercampur 
dengan agama Islam dan pemeluk agama lain. Sehungga kita sering menjumpai 
adanya sikap toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mojolaban. 
TABEL 6 
Agama dan Kepercayaan Penduduk Kecamatan Mojolaban 
2003 2006 2008 
No. Agama Jumlah  (%) Jumlah  (%) Jumlah  (%) 
1 Islam 67,132 96.32 73,689 95.63 73,925 94.80 
2 Khatolik 1,421 2.04 1,926 2.5 1,985 2.55 
3 Kristen 1,023 1.47 1,304 1.69 1,921 2.46 
4 Hindu 54 0.08 61 0.08 74 0.09 
5 Budha 64 0.09 76 0.1 78 0.10 
6 
Aliran 
Kepercayaan 0       -   0 
            
-   0       -   
TOTAL 69,694 100 77,056 100 77,983 100 
Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006 
 Dapat dilihat dalam tebel menunjukkan penduduk yang memeluk agama 
Islam adalah paling besar yaitu 95,63%. Sedangkan agama yang dianut paling 
sedikit yaitu agama Hindu sebesar 0,08%. 
5. Sarana-sarana Pendukung di Kecamatan Mojolaban 
a. Sarana Perhubungan 
Kriteria yang dapat menunjukkan kondisi masyarakat di suatu daerah 
tersebut maju atau tidak, dinamis atau statis, dapat dilihat dati mobilitas 
penduduk. Yaitu perpindahan orang atau kelompok masyarakat ke daerah lain 
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dalam waktu tertentu dengan tujuan tertentu pula. Mobilitas penduduk antara lain 
dipengaruhi oleh sarana jalan, alat komunikasi, dan sarana transportasi. 
 Sarana perhubungan yang sangat penting di masyarakat adalah transportasi 
dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi , terlebih lagi dengan 
munculnya era globalisasi, menjadikan sistem komunikasi semakin canggih. 
Berbagai kemudahan mendapatkan informasi serta komunikasi yang ditawarkan 
mendorong masyarakat untuk memanfaatkannya. Di samping itu, dengan adanya 
transportasi dan komunikasi yang semakin mudah dan cepat dapat memperlancar 
perputaran roda perekonomian di suatu daerah. 
TABEL 7 
Jenis Sarana Perhubungan di Kecamatan Mojolaban 
No. 
Jenis Sarana 
Perhubungan 2003 2006 2008 
1 Sepeda 11234 10.456 9231 
2 Dokar 5 4 3 
3 Gerobak 302 289 264 
4 Sepeda motor 16441 18.375 21342 
5 Mikrolet 17 15 19 
6 Mobil dinas 2 2 2 
7 Mobil pribadi 4532 5.124 6123 
8 Truck 213 228 249 
9 Bus umum 34 47 54 
10 Bus kota 53 59 61 
11 Becak 106 98 63 
12 Sampan 2 2 2 
13 Lain-lain 85 91 74 
  Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006  
 Dilihat dari saran perhubungan yang digunakan oleh masyarakat 
Kecamatan Mojolaban terlihat bahwa jumlah kepemilikan sepeda motor pribadi 
sangat besar yaitu 18.375 buah, sepeda tak bermesin sebanyak 10.456 buah dan 
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mobil pribadi sejumlah 5.124 buah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi 
perekonomian masyarakat Mojolaban tergolong baik. 
 Jalan sebagai sarana lalu lintas darat di Kecamatan Mojolaban sebagian 
besar sudah diaspal. Panjang jalan utama yang dapat dilalui kendaraan roda empat 
sampai tahun 2006 sepanjang 141.394 Km. Sedangkan panjang jalan yang tidak 
dapat dilewati kendaraan roda empat adalah 9 Km24. Dampak dari kemudahan 
sarana perhubungan dan transportasi tersebut ialah pesatnya pertumbuhan 
ekonomi dan mobilitas penduduk Kecamatan Mojolaban. 
b. Sarana Perekomian 
Dalam suatu kelompok masyarakat, sarana perekonomian memegang 
peranan yang cukup penting. Hal ini disebabkan karena dalam gerak kehidupan 
sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi yang meliputi, 
konsumsi, produksi, dan distribusi. Sarana perekonomian dapat berupa pasar, 
toko, bank, koperasi simpan pinjam, dan lain-lain. Dimana semuanya dapat 
membantu kelancaran dalam proses konsumsi, produksi, dan distribusi. 
TABEL 8 
Sarana Perekonomian di Kecamatan Mojolaban 
No. Sarana Perekonomian 2003 2006 2008 
1 Koperasi 17 25 32 
2 Pasar 19 19 19 
3 Toko/kios 142 169 205 
4 Warung 68 83 98 
5 Bank 6 8 9 
6 Lumbung desa 10 10 10 
Total 262 304 373 
    Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006. 
                                                 
     24 Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006. 
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 Pasar terbesar di Kecamatan Mojolaban yaitu pasar Bekonang, dimana 
pasar tersebut menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, mulai 
dari makanan sampai dengan kebutuhan sandang. Begitu juga dengan adanya 
sejumlah koperasi seperti koperasi simpan pinjam, Badan Kredit Kecamatan 
(BKK), maupun Koperasi Unit Desa (KUD), tentunya akan memudahkan 
masyarakat untuk mendapatkan kredit dan fasilitas jasa perekonomian lainnya. 
Selain untuk memperoleh kredit, kedua KUD di Mojolaban yaitu KUD Hasta 
Manunggal dan KUD Sapta Usaha Mulya juga memberikan fasilitas jual beli 
kebutuhan sarana pertanian kepada petani. 
c. Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus ada di suatu 
daerah. Sarana ini dapat dijadikan tempat untuk mendidik dan melatih penduduk 
usia sekolah agar mempunyai pengetahuan yang luas dan keterampilan yang 
memadai. Di samping itu pendidikan juga merupakan salah satu faktor pendorong 
yang mempercepat terjadinya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. 
Pendidikan dapat meningkatkan daya pikir rasional, obyektif dan sikap terbuka 
terhadap hal-hal baru yang bermanfaat. Sikap semacam ini sangat menunjang 
dalam upaya pengembangan masyarakan dan percepatan pembangunan di suatu 
daerah. 
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TABEL 9 
Sarana Pendidikan di Kecamatan Mojolaban 
No. Sarana Pendidikan 2003 2006 2008 
1 Taman Kanak-kanak (TK) 41 47 58 
2 Sekolah Dasar (SD) 92 99 104 
3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7 7 7 
4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 4 4 4 
5 Tempat Kursus 1 2 3 
6 Perpustakaan 1 1 2 
Total 146 160 178 
    Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006 
Dengan dibangunnya sejumlah sarana pendidikan mulai dari Taman 
Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas sebagai sarana pendidikan formal 
dan juga adanya tempat kursus, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 
pendidikan bagi penduduk di Kecamatan Mojolaban. Ditambah dengan satu buah 
perpustakaan umum yang dilengkapi dengan berbagai jenis buku merupakan 
sarana penunjang pendidikan bagi siswa sekolah khususnya maupun masyarakat 
pada umumnya atau sebagai salah satu rekreasi yang bersifat edukatif. Walaupun 
di Kecamatan Mojolaban belum mempunyai Universitas atau Akademi, tetapi 
dilihat dari jumlah lulusan pendidikan diploma dan sarjana sebesar lima ribu lebih 
orang atau sekitas tujuh persen dari jumlah penduduk Kecamatan Mojolaban. 
Dapat dikatakan bahwa pendidikan bagi penduduk Kecamatan Mojolaban 
merupakan hal yang sangat penting dan menjadi prioritas. 
d. Sarana Sosial Desa 
Sarana sosial desa dibangun untuk memperlancar kegiatan-kegiatan sosial 
yang dilakukan oleh masyarakat. Saran ini dibangun di tiap-tiap desa yang 
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termasuk wilayah Kecamatan Mojolaban. Sarana ini contohnya berupa kantor 
desa, balai desa, puskesmas, dan tempat peribadatan. 
TABEL 10 
Sarana Sosial Desa di Kecamatan Mojolaban 
No. Sarana Sosial Desa 2003 2006 2008 
1 Kantor Desa 15 15 15 
2 Balai Desa 15 15 15 
3 Puskesmas 3 3 5 
4 Tempat Ibadah       
  a. Masjid 135 142 169 
  b. Surau 27 25 21 
  c. Gereja 4 4 6 
  d. Kuil/pura 1 1 1 
   Sumber : Monografi Kecamatan Mojolaban tahun 2006 
Dibangunnya gedung-gedung di atas sebagai sarana sosial desa ini 
dimaksudkan agar masyarakat  Kecamatan Mojolaban mudah mendapatkan 
pelayanan jasa. Kantor desa misalnya merupakan tempat kegiatan administrasi 
desa. Semua kegiatan yang berhubungan dengan kepemerintahan dilaksanakan di 
kantor tersebut. Sedangkan balai desa merupakan tempat dilaksanakannya 
pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau lembaga dan 
organisasi yang ada di desa tersebut. Misalnya rapat dan penyuluhan. Sementara 
itu, puskesmas di Kecamatan Mojolaban mampu melayani masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan kesehatan. Bahkan puskesmas induk di Kecamatan 
Mojolaban dilengkapi dengan Unit Gawat Darurat (UGD) dan fasilitas rawat inap. 
 
 
 
 34 
BAB III 
DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI 
PEDESAAN (DPM-LUEP) DI KECAMATAN MOJOLABAN 
 
  Beras merupakan komoditi strategis dalam kehidupan sosial ekonomi 
Nasional, dimana sebagian besar penduduk Indonesia konsumsi bahan pokoknya 
adalah beras, dan rumah tangga petani bergantung pada sumber pendapatan usaha 
tani padi, maka pada gejolak harga beras akan berdampak negatif terhadap 
usahatani, kesejahteraan para petani dan buruh tani, serta para konsumen beras 
terutama masyarakat miskin. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan petani 
ini, maka pada tahun 2003 dikembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan 
modal pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan 
(DPM - LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani. Dengan menggunakan Dana 
APBN yang dikelola Departemen Pertanian kepada LUEP agar kemampuan 
pembiayaan mereka bertambah untuk membeli gabah petani pada saat panen raya 
sesuaiHDPP. 
         Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah petani adalah, 
bersifat komplementer dan diharapkan selain memperkuat kegiatan serupa yang 
telah dilaksanakan oleh daerah serta mendorong daerah 
mengalokasikan/meningkatkan alokasi APBD untuk kegiatan serupa, dan 
berfungsi sebagai dana talangan (bridging fund) untuk modal kerja, yang pada 
jangka waktu tertentu dikembalikan kerekening kas negara. 
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A. Oganisasi Pelaksanaan DPM-LUEP 
Garis besar penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut25 :  
1. Menteri pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian 
mengalokasikan anggaran kegiatan DPM-LUEP pada 27 Provinsi untuk 
pembelian gabah/beras. 
2. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara 
menerbitkan Surat Edaran/peraturan mengenai prosedur pencairan DPM-
LUEP. 
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian 
menetapkan pedoman umum pelaksanaan DPM-LUEP dan melakukan 
koordinasi teknis dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. 
4. Tim Pengendali Pusat yang ditetapkan Menteri Pertanian dengan anggota 
dari berbagai instansi pemerintahan terkait dan di koordinasikan dengan 
Kepala Badan Ketahanan pangan, melaksanakan dan bertanggung jawab 
dalam pembinaan, pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan DPM-
LUEP. 
5. Gubernur membuat kesepakatan dengan Bupati terhadap pengelolaan DPM-
LUEP untuk pembelian gabah/beras serta bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan DPM-LUEP di daerahnya. 
6. Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang di tetapkan 
Gubernur melaksanakan:  
                                                 
     25 Buku Pedoman Pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2008 
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a. Koordinasi kegiatan DPM-LUEP 
b. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan 
pelasanaan kegiatan DPM-LUEP. 
c. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan 
pengelolaan anggaran baik administrasi keuangan maupun realisasi 
fisik kegiatan DPM-LUEP. 
d. Pembuatan kontrak, penyaluran DPM, dan pengembalian DPM ke 
rekening kas Negara. 
e. Penyerahan agunan pinjaman DPM-LUEP beserta nialai tunggakan 
setelah 50 hari jatuh tempo pengembalian dengan bukti berita 
acara. 
7. Bendahara pengeluaran provinsi bertanggung jawab terhadap administrasi 
pembukuan untuk penyaluran dan pencairan DPM sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
8. Bendahara penerima provinsi bertanggung jawab terhadap pengembalian 
DPM-LUEP, dalam hal :  
a. Penerimaan pengembalian DPM 
b. Penyetoran pengembalian DPM ke rekening kas Negara. 
c. Pengiriman bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke 
Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian serta ke Biro 
Keuangan dan Perlengkapan Sekertariat Jendral Departemen 
Pertanian. 
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d. Administrasi pembukuan untuk penerimaan pengembalian dan 
penyetoran sesuai ketentuan yang berlaku. 
9. Kepala kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan 
proses pelelangan terhadap agunan penerima DPM-LUEP yang 
menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian serta 
menyerarahkan pengembalian DPM kepada bendahara penerima pada 
Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 
10.  Tim teknis provinsi dengan anggota dari instansi terkait yang di tetapakan 
Kepala Badan Bimbingan Mssal Ketahanan Pangan Provinsi jawa tengah, 
melaksanakan dan bertanggung jawab dalam persiapan, pembinaan, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan pengendalian, dan pengawasan kegiatan 
DPM-LUEP, serta penagihan pengembalian. 
11.  Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan DPM-LUEP mencakup 
penerimaan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian. 
12.  Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit kerja yang menangani Ketahanan 
Pangan kabupaten selaku tim teknis yang di tetapkan oleh Bupati, 
melaksanakan :  
a. Koordinasi kegiatan DPM-LUEP di daerahnya. 
b. Pengusulan calon penerima DPM yang telah mendapat persetujuan 
Bupati kepada Kepala Bimbingan Massal Ketahanan Pangan 
Provinsi Jawa tengah, dengan melampirkan penilaian agunan yang 
ditandatangani oleh tim tenis kabupaten. 
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c. Pemantaun, evaluasi pengawasan, pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP. 
d. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan serta pembinaan Gapoktan. 
e. Melakukan percepatan pengembalian DPM. 
13. Tim teknis kabupaten melaksanakan dan bertanggung jawab dalam 
indentifikasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Gapoktan, Koptan, 
KUD, pemberian rekomendasi, pemantauan, evaluasi,pelaporan, dan 
pengawasan kegiatan DPM-LUEP. 
14. LUEP yang ditetapkan bertanggung jawab dalam :  
a. Pembelian gabah/beras petani secara tunai, tepat jumlah, tepat 
waktu, dan tepat harga. 
b. Pengembalian DPM kepada bendahara penerima Provinsi secara 
tepat jumlah dan tepat waktu. 
15. Petani dan poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau KUD wajib 
menyediakan gabah/beras sesuai kesepakatan kontrak dengan anggota 
LUEP.  
 
B. Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi 
Pedesaan (DPM-LUEP) 
1. Pendekatan Kegiatan DPM-LUEP 
Kegiatan DPM-LUEP memberikan manfaat besar bagi petani yang 
tergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), maka penerima DPM-
LUEP baik perorangan atau kolektif yang telah memenuhi persyaratan penerima 
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DPM diwajibkan berintegrasi dengan Gapoktan setempat yang belum memiliki 
unit usaha untuk menjalankan unit usaha Gapoktan dari produksi sampai 
pemasaran sehingga tercipta kemandirian usaha. Dengan integrasi tersebut kerja 
sama antara kelompok tani dan unit usaha Gapoktan dapat dikembangkan dan 
memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua belah pihak. 
Dalam proses integrasi, Tim Teknis dari Kabupaten Sukoharjo telah 
memfasilitasi melalui: (i) sosialisasi tentang maksud, manfaat dan prospek 
pengembangan Gapoktan; (ii) bimbingan proses pembentukan Gapoktan, 
kepengurusan, pembagian tugas, tanggung jawab dan hak masing-masing pihak 
dalam Gapoktan melalui musyawarah; dan (iii) pembinaan dan pendampingan 
kegiatan Gapoktan. 
Perkembangan pertanian mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu 
berusaha meningkatkan produksi, memperluas lapangan kerja, dan meratakan 
kegiatan pembangunan pertanian.26 Selanjutnya, untuk mengembangkan keuangan 
unit usaha Gapoktan dapat dilakukan penguatan  modal yang bersumber dari iuran 
anggota untuk kemudian dapat disertakan dalam modal anggota LUEP secara 
bersama. Pembagian keuntungan usaha tersebut dapat dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat sesuai dengan kontribusi dari masing-masing kelompok 
anggotanya. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat dikelola dengan baik untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani. 
Tim Teknis Kabupaten Sukoharjo dalam prosesnya dapat memfasilitasi 
Gapoktan dengan program-program pemerintah lainnya maupun swasta untuk 
                                                 
     26 Mubyarto, Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, (Jakarta : P.N Sinar Harapan, 
1987) halaman 13 
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memperbesar modal unit usaha Gapoktan serta meningkatkan kemampuan 
manajemen dan  meningkatkan pendapatan usaha petani di khususnya di 
Kecamatan Mojolaban. 
Kegiatan DPM-LUEP bersifat komplementer atau saling melengkapi 
dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, seperti kegiatan pengembangan lumbung masyarakat, sistem 
tunda jual, lumbung desa modern, pengadaan gabah atau beras dalam negeri, 
Raskin (Beras untuk masyarakat miskin) dan cadangan pangan daerah. Dilihat 
dari segi pendapatan daerah kegiatan DPM-LUEP tersebut juga dimaksudkan 
untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan meningkatkan 
pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten untuk mendukung kegiatan bidang 
pertanian di daerahnya. 
Upaya pemerintah untuk menyediakan modal bagi petani akan 
mempermudah mekanisme dan prosedur dalam proses peningkatan produksi27. 
Kegiatan DPM-LUEP disediakan melalui APBN sebagai dana talangan untuk 
penguatan modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas 
Negara. DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk 
pembelian gabah dan beras secara berulang-ulang melalui kontrak dengan petani 
mitranya yang mengikuti  “Prosedur Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian”. 
Guna memperoleh hasil yamg lebih baik, LUEP dapat melakukan pengolahan 
gabah dan beras, pengemasan ke pasar umum (lokal, perdagangan antarpulau, 
ekspor), maupun ke pasar khusus (koperasi dan industri tertentu sebagai mitra 
                                                 
      27 Sinar Tani , 12-18 Juni 2000. Hal 19 
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usahanya). DPM-LUEP yang ditetapkan di daerah produksi padi di Kabupaten 
yang merupakan lumbung padi nasional, khususnya di pulau Jawa. 
Anggota LUEP diwajibkan membeli gabah dan beras petani mitranya 
dengan harga serendah-rendahnya sesuai standart minimal Harga Pokok 
Pembelian (HPP). Berikut adalah persyaratan penetapan alokasi DPM-LUEP 
sesuai prosedur pelaksanaan yang ditetapkan pemerintah28. 
Persyaratan penetapan lokasi, LUEP dan bank pelaksana sebagai berikut: 
a. Lokasi (Kabupaten) penerima DPM-LUEP 
(1) Sentra produksi beras atau daerah penghasil padi; 
(2) Daerah penerima DPM-LUEP Terjadi fluktuasi dan kecenderungan 
penurunan harga gabah atau beras disaat panen raya. 
(3) Terdapat Gapoktan yang mempunyai unit usaha atau unit usaha 
(korporasi) yang berintegrasi dengan Gapoktan, Koptan atau KUD; 
(4) Tindak mempunyai tunggakan DPM sebelumnya atau DPM sudah di 
laporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan sudah ada SP3N (Surat 
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara). 
Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah produsen gabah atau beras dan 
selalu mengalami fluktuasi hasil dan harga gabah pada saat musim panen raya. 
Hasil gabah luas lahan panen juga mengalami perubahan, sebagai contoh pada 
semester pertama tahun 2006, seperti di jelaskan pada tabel di bawah ini : 
 
 
                                                 
       28 Buku Pedoman Pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2008 
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 TABEL 11 
Jadwal Panen, Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Beras 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 
No. Bulan Luas panen 
bersih (ha) 
Produksi 
(ton)  
Kebutuhan 
konsumsi 
Keterangan 
  
1 Januari 1.052 6.109 6.302 -2.442 
2 Februari 2.345 13.616 6.302 +2.303 
3 Maret 10.639 63.788 6.302 +34.012 
4 April 4.650 20.076 6.302 +6.307 
5 Mei 2.474 14.365 6.302 +2.776 
6 Juni 5.285 31.180 6.324 +12.383 
Sumber: Laporan Pelaksanaan DPM-LUEP dinas pertanian Sukoharjo 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sukoharjo mengalami 
panen raya pada bulan maret dengan memperlihatkan surplus hasil panen 
mencapai 34.012 ton, hal ini berbanding terbalik dengan bulan januari yang hasil 
padi mengalami minus 2442 ton dengan kebutuhan konsumsi, dapat di simpulkan 
hasil panan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. 
b. Kriteria  penerima DPM-LUEP 
(1) Kriteria penerima DPM-LUEP sebagai berikut : 
(a) Unit usaha dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, 
pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/ beras; 
(b) LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia bekerja sama  
dengan Gapoktan yang sudah terbentuk di wilayahnya yang 
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memiliki unit usaha. Dan bersedia insentif melakukan pembelian, 
pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/ beras yang 
bersumber dari DPM-LUEP kepada petani dan Gapoktan.  
(c) LUEP berbentuk Koptan (Koperasi Tani) atau KUD (Koperasi 
Unit Desa) yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani 
dan kelompok tani. 
(2) Persyaratan LUEP penerima DPM : 
(a) Berbadan Hukum atau Badan Usaha; 
(b) Mempunyai kantor dan alamat yang jelas; 
(c) Memiliki dua rekening (giro atau tabungan) dan Badan Usaha pada 
Bank Pemerintah (Bank Jateng) yaitu rekening 1 (giro) dan 
rekening II (giro atau tabungan); 
(d) Sudah berpengalaman dan sampai saat ini masih beroperasi dalam 
produksi dan perdagangan gabah dan beras dengan Surat 
Keterangan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten; 
(e) Tidak mempunyai tunggakan kredit pada perbankan dan LUEP 
tidak mempunyai tunggakan pokok dan denda kegiatan DPM-
LUEP sebelumnya. 
(f) Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau 
KUD, telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 
Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola DPM 
yang dituangkan dalam Berita Acara. 
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(g) Memiliki kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, 
penggilingan, prosesing, pengemasan, penyimpanan) padi, yang 
dibuktikan dengan Perjanjian Kerja Sama dan diketahui oleh Tim 
Teknis Kabupaten. 
(h) Memiliki Surat Perjanjian Jual Beli Gabah/ Beras dengan 
Kelompok Tani. 
(i) Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/ beras. 
(j) Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-
kurangnya 125% dari DPM yang diperolehnya. 
Besarnya alokasi DPM-LUEP di Kecamatan Mojolaban dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan jumlah nominal yang signifikan, alokasi DPM-
LUEP di berikan kapada anggota LUEP dengan jumlah yang bervariatif, seperti 
pada tabel di bawah ini : 
TABEL 12 
Alokasi DPM-LUEP  Di Kecamatan Mojolaban Tahun 2006 
No. Nama LUEP Nama Ketua Alamat Alokasi DPM ( Rp ) 
1 PB. Sri Dewi H.Ngatno Purwosasasono Plumbon, 
Mojolaban 
320.001.560 
2 PB. Sri Makmur Joko Susilo Tegalmade, 
Mojolaban 
199.998.308 
3 UD. Mugiono Mugiono Tegalmade 
Mojolaban 
199.998.308 
Sumber : laporan DPM-LUEP Dinas Pertanian Sukoharjo 
 45 
PB Sri Dewi merupakan pabrik penggilingan padi terbesar di Kabupaten 
Sukoharjo bekerja sama dengan kelompok tani, mempunyai koneksi yang baik 
serta manajemen pemasaran hingga luar daerah, sehingga mendapat alokasi DPM-
LUEP paling besar. PB Sri Makmur dan UD Mugiono merupakan anggota 
Gapoktan Barokah yang berada di Kecamatan Mojolaban dan diketuai oleh 
Jaiman Suparno. Anggota Gapoktan Barokah merupakan gabungan dari petani 
yang mempunyai lahan pertanian atau sanggup untuk menyediakan gabah kepada 
PB Sri Dewi, Sri Makmur dan UD Mugiono dengan catatan kepada anggota 
LUEP untuk bisa membeli gabah dengan harga yang sesuai kesepakatan kontrak 
yaitu minimal sesuai dengan harga HDPP Pemerintah. Anggata Gapoktan PB Sri 
Makmur dan UD Mugiono mendapatkan dana LUEP dengan jumlah yang sama 
yaitu 199.998.308 dana tersebut digunakan untuk melakukan pembelian gabah 
petani dengan ketentuan sesuai dengan HDPP dengan tujuan untuk kesejahteraan 
petani.  
2. Penyaluran dan Pemanfaatan Pinjaman DPM-LUEP 
 Harga beras merupakan landasan kebijakan yang di laksanakan selama 
lebih dari tiga ratus tahun29. Kebijakan pembelian gabah/beras dalam negeri harus 
dengan harga yang telah di tetapkan Pemerintah. Setiap kebijakan pembelian 
gabah/beras yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bertujuan untuk menjaga 
stabilitas harga yang dibayar oleh konsumen dan meningkatkan pendapatan petani 
dengan memberikan subsidi atau bantuan berupa modal usaha. 
                                                 
      29 Mears. A Leon dan Sidk Mulyono. 1979. Kebijakan Pangan. Dalam Boot Anne dan Cawlev 
Peter Mc (peny). Ekonomi Orde Baru.JakartaLP3ES. hal 29 
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 Sebelum adanya kebijakan DPM-LUEP menurut Siswono Yudhohusodo 
(ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengungkapkan tentang data impor 
beras di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun, Indonesia bergantung pada 
impor beras sebesar 6 juta ton. Tahun 1998 Pemerintah mengimpor beras 5,8 juta 
ton, tahun 1999 pemerintah kembali mengimpor beras 4 juta ton dan pada tahun 
2000 pemerintah mengimpor beras sebesar 2,2 juta ton. Padahal dalam kurun 
waktu tiga tahun tersebut sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan 2 juta ton30. 
Pada tahun itu petani banyak mengeluh tentang kebijakan pemerintah yang 
dianggap tidak pro rakyat, dampak dari kebijakan tersebut adalah petani lokal 
tidak bisa bersaing dengan beras impor karena harga yang berbeda sangat 
signifikan.  
 Kebijakan DPM-LUEP yang di rencanakan pada tahun 2003 diharapkan 
dapat menekan harga dan dianggap mampu membantu masalah petani, DPM-
LUEP dilaksakan melalui prosedur sebagai berikut : 
A. Penyaluran DPM-LUEP 
Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP 
dilakukan melalui prosedur berikut: 
a. Gubernur bersama Bupati menandatangani Surat Kesepakatan Kerja Sama 
tentang Pengelolaan DPM-LUEP. 
b. Dana yang telah diterima melalui Rekening LUEP di Bank Pelaksana 
Kabupaten, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme 
sebagai berikut: 
                                                 
       30 Penyebar Semangat, no 29-tanggal 20 Juli 2002 hal 4 
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(1) LUEP mengajukan usulan penarikan DPM-LUEP ke Bank Pelaksana 
berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten. Pencairan tahan 
pertama oleh LUEP hanya diperkenankan 40% dari nilai kontrak. 
(2) Pencarian untuk tahap berikutnya sebanyak 60% dapat dilaksanakan 
setelah penggunaan pencairan tahap pertama dipertanggungjawabkan 
dan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Kabupaten sesuai penilaian 
kinerja LUEP. 
(3) Berdasarkan usulan penarikan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim 
Teknis Kabupaten, Bank Pelaksana mentransfer ke Rekening LUEP: 
(4) LUEP dapat mencairkan DPM dari Rekening untuk selanjutnya 
digunakan membeli gabah/ beras petani dalam poktan sesuai dengan 
perjanjian kontrak jual beli. 
(5) LUEP wajib membeli gabah/ beras petani dalam poktan pada wilayah 
kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati. Untuk putaran 
pembelian kedua dan seterusnya diatur lebih lanjut dalam petunjuk 
teknis di masing-masing kabupaten dengan tetap mengutamakan 
pembelian dari kelompok tani wilayah kerja LUEP. 
 
B. Pemanfaatan DPM-LUEP 
Tujuan DPM-LUEP adalah untuk melakukan pengendalian dalam rangka 
menjaga stabilitas harga gabah dan beras serta memperkuat posisi daerah 
produsen padi untuk ketahanan  pangan nasional. Dalam sistem kerja sama yang  
dibangun maka  disimpulkan   bahwa  kewajiban LUEP  adalah  melakukan  
 48 
transaksi untuk pembelian gabah dan beras dari petani dengan berdasar batas 
Harga Pokok Pembelian yang telah di tetapkan Pemerintah. LUEP dapat 
melakukan proses produksi sampai manajemen pemasaran. 
TABEL 13 
Laporan Kegiatan dan Kas LUEP PB. SRI DEWI 
Bulan Agustus Tahun 2005 
No Tgl Keterangan No 
bukti 
Debet 
(Rp) 
Kredit 
(Rp) 
Saldo 
(Rp) 
1 18 Terima dana DPM-
LUEP Tahun 2005  
 20.000.000  20.000.000 
2 19-
21 
 Pembelian gabah 
6100kg @Rp 1.600  
FB 01  9.760.000 10.240.000 
3 22 Pengeluaran ongkos 
produksi 
FK 02   488.000 9.752.000 
4 23-
26 
Beli gabah 4600kg 
@i600 
FB 02  7.200.000 2.552.000 
5 29 Beli gabah 3200kg 
@1600 
FK 03  5.120.000 -2.568.000 
6 30 Beli gabah 4700kg 
@1650 
FK 04  7.755.000 -
10.323.000 
7 31 Jual Beras 4500kg 
@3250 
FJ 01 14.625.000   4.302.000 
 
Sumber : Buku Kas LUEP PB. SRI DEWI 
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 Kegiatan produksi dari Gapoktan atau perusahaan penggilingan padi 
membutuhkan manajemen yang baik sebagai pendukung untuk mendapatkan hasil 
yang maksimal. Pada tabel diatas menunjukan bahwa perputaran DPM-LUEP 
sebagian besar digunakan untuk melakukan pembelian gabah petani oleh PB.SRI 
DEWI dengan harga yang telah disepakati dengan dasar HPP, dalam arti bahwa 
DPM-LUEP memberikan kemudahan untuk permodalan bagi usaha pertanian 
sehingga menciptakan keuntungan bagi petani serta menunbuhkan kemauan 
petani untuk maju dalam produksi maupun pemasaran. 
3. Pengembalian DPM-LUEP 
Prosedur pengembalian DPM-LUEP sesuai dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember, LUEP wajib 
mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke rekening 
Bendaharawan Penerima Provinsi. Bagi LUEP yang mengembalikan DPM 
setelah tanggal 15 Desember, wajib membayar denda sebesar satu per mil 
per hari dan maksimem 5 (lima) % dari sisa tunggakan selambat-
lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. 
2. Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang diterima Bendahara Penerima 
kabupaten melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian kemudian di 
serahkan kepada bendahara Provinsi, selambat-lambatnya satu hari atau 
24 jam setelah tanggal penerimaan dari LUEP, dengan menggunakan 
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)  disetor ke Rekening Kas 
Negara pada MAK/ AKUN 536211 (Pengembalian Belanja Modal Dana 
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Bergulir) dengan Kode Lembaga 018 dab Unit Organisasi eselon I (Badan 
Ketahanan Pangan) 011. Fotocopy bukti setor/ transfer ke Rekening Kas 
Negara tersebut disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Badan 
Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, dengan tembusan ke Biro 
Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.  
3. Apabila pengembalian dilakukan setelah tanggal 15 Desember, maka 
pengembalian tersebut akan dikenakan denda dan setoran dengan 
menggunakan Form Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) pada Mata 
Anggaran 423752 (Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian 
Pekerjaan Pemerintah). Dan sisa tunggakan yang akan dibayarkan sampai 
dengan 31 Desember tahun berjalan tetap menggunakan Form SSPB 
dengan MAP 536211. 
4. Bendahara Provinsi mengembalikan jaminan/ agunan LUEP yang telah 
melunasi DPM baik pokok maupun denda dan yang disertai Berita Acara 
Serah Terima Agunan Pinjaman DPM-LUEP. 
5. Setelah tanggal 15 Desember 2008, Provinsi merekapitulasi data 
pengembalian per LUEP untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati, 
Gubernur dan Kepala Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 1 dan 15 
setiap bulannya. 
6. Pada saat tidak ada pembelian gabah/ beras, LUEP wajib mengembalikan 
DPM yang diterimanya ke rekening  yang diatur lebih lanjut dalam 
petunjuk teknis masing-masing kabupaten. 
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4. Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan Kegiatan DPM-LUEP 
 Syarat mutlak pembangunan meliputi31 : 
a. Pasar untuk memasarkan hasil-hasil usaha tani yang di produksi untuk 
menjamin pendapatan bagi usaha tani tersebut. 
b. Adanya teknologi yang selalu berubah 
c. Tersedianya prasarana produksi lokal sehingga petani dengan mudah 
dapat mencukupi kebutuhan akan sarana-sarana produksi pertanianyang di 
perlukan seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya. 
d. Perangsang modal bagi petani. 
e. Fasilitas pengangkutan yang memadai. 
 Apabila kelima syarat telah terpenuhi maka dapat memperlancar 
pembangunan sektor pertanian. Salah satu dari kelima syarat adalah perangsang 
modal bagi petani, agar mampu mempertahankan sektor pertanian sebagai mata 
pencaharian. Contoh kebijakan perangsang modal adalah kegiatan DPM-LUEP, 
yang merupakan pinjaman modal tanpa bunga kepada petani melalui mekanisme 
dan tanggung jawab yang jelas bagi pihak terkait. 
Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan 
Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa 
kegiatan DPM-LUEP berjalan baik dan transparan sehingga mampu menciptakan 
kondis pangan yang tercukupi bagi kebutuhan dalam negeri dan menciptakan 
swasembada beras nasional. 
 
                                                 
       31 A.T Mosher, 1983. Menggerakkan dan Membangun Pertanian.Dalam Bambang Tri 
Cahyono.Masalah Petani Gurem. Yogyakarta.PN. Liberty. hal 18  
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1. Mekanisme Koordinasi 
Koordinasi  dilaksanakan sebagai berikut: 
a. Pada Tingkat Kabupaten: Bupati melakukan koordinasi dengan melibatkan 
instansi terkait di tingkat Provinsi/ Kabupaten, Tim Teknis Provinsi/ 
Kabupaten dan Asosiasi LUEP Kabupaten serta melaporkan hasilnya 
kepada Gubernur. 
b. Pada tingkat Provinsi: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 
melakukan koordinasi dnegan melibatkan instansi terkait di tingkat pusat/ 
provinsi/ kabupaten, Tim Pengendali, Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten dan 
Aosiasi LUEP Provinsi serta melaporkan hasilnya kepada Menteri 
Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen 
Pertanbian dengan tembusan Bupati. 
c. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian melakukan koordinasi 
dengan melibatkan instansi terkait pusat/ provinsi, Tim Pengendali dan 
Asosiasi LUEP Provinsi serta melaporkan hasilnya kepada Menteri 
Pertanian dengan tembusan Gubernur. 
2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan berkala 
mulai dari kabupaten, provinsi dan pusat. 
a. Badan/ Dinas/ Kantor/ Unit Kerja ketahanan pangan Kabupaten bresama 
Tim Teknis Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 
terhadap pengelolaan, pelaksanaan dan pencapaian sasaran kegiatan DPM 
serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada 
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Gubernur, Bupati memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi, khususnya 
untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelaksanan di tingkat lapangan. 
b. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Teknis 
Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM serta melaporkan hasilnya 
kepada Gubernur dan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 
Gubernur memberi arahan tindak lanjut hasil evaluasi dan apabila 
diperlukan memberikan dukungan/ fasilitas dalam penyelesaian masalah 
pelaksanaan kegiatan DPM di tingkat provinsi. 
c. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian bersama Tim Pengendali 
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan 
kegiatan DPM di tingkat provinsi dan bila diperlukan sampai tingkat 
kabupaten serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Pertanian dengan 
tembusan kepada Gubernur. Badan Ketahanan Pangan sesuai arahan 
Menteri Pertanian memberikan umpan balik terhadap hasil evaluasi dan 
memberikan dukungan/ fasilitas untuk penyelesaian masalah pengelolaan 
kegiatan DPM. 
3. Mekanisme Pengawasan 
Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal dan fungsional 
secara berjenjang, mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat sebagai berikut: 
a. Bupati melalui pejabat yang ditunjuk, melaksanakan pengawasan internal 
terhadap: 
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(1) Pelaksanaan kegiatan DPM atas pengelolaan serta pelaksanaan teknis 
dan administratif; 
(2) Bank pelaksana atas dasar proses pencairan, penyaluran dan 
pengembalian DPM kepda dan dari LUEP; serta 
(3) LUEP atas pemanfaatan DPM untuk membeli gabah/ beras petani. 
b. Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk, melaksanakan pengawasan 
internal terhadap: 
(1) Pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP atas pengelolaan serta pelaksanaan 
teknis administratif di tingkat kabupaten; 
(2) Bank pelaksana atas dasar proses pencairan, penyaluran dan 
pengembalian DPM kepada dan dari LUEP. 
c. Menteri Pertanian melalui pejabat yang ditunjuk, melaksanakan 
pengawasan internal terhadap pengelolaan kegiatan DPM-LUEP oleh 
lembaga pelaksana. 
d. Pengawasan fungsional atas substansi yang sama di tingkat kabupaten, 
provinsi dan pusat juga dilaksanakan oleh pejabat fungsional auditor dari 
Departemen Pertanian dan instansi pengawas pembangunan nasional. 
4. Mekanisme Pengendalian 
Mekanisme pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari 
Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 
a. Bupati melalui Tim Teknis Kabupaten, dengan mengacu pada laporan 
hasil evaluasi dan pengawasan internal, melakukan pengendalian terhadap 
penyimpangan administratif dan teknis pada pengelolaan dan pelaksanaan 
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kegiatan DPM-LUEP di tingkat lapangan untuk menjamin tercapainya 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten. 
b. Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah/ Tim 
Teknis Provinsi dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan 
pengawasan internal tingkat kabupaten dan provinsi, melakukan 
pengendalian terhadap penyimpangan administratif dan teknis pada 
pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP di tingkat kabupaten 
dan provinsi dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan di tingkat provinsi. 
c. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian bersama Tim Pengendali 
dengan mengacu pada laporan hasil evaluasi dan pengaasan fungsional 
kabupaten/ provinsi/ pusat dan pengarahan Menteri Pertanian, melakukan 
pengendalian terhadap penyimpangan pada pengelolaan kegiatan DPM-
LUEP di tingkat kabupaten/ provinsi/ pusat, dalam rangka menjamin 
tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di tingkat nasional. 
5. Mekanisme Pelaporan 
a. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari LUEP Kabupaten, 
Provinsi dan Pusat sebagai berikut: 
(1) LUEP wajib membuat pembukuan penggunaan DPM yang terdiri dari: 
buku keuangan (penerimaan, pengeluaran dan pengembalian), buku 
pembelian,dan buku penjualan  
(2) LUEP wajib membuat laporan bulanan dan laporan akhir dengan 
menggunakan data berdasarkan pembukuan sesuai butir (1) dan 
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dikirim kepada: Badan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan 
tembusan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah; 
(3) Badan/ Dinas/ Kantor/ Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten, 
setiap bulan dengan menggunakan cara merekap seluruh laporan 
LUEP di Kabupaten, yang hasilnya disampaikan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Badan Ketahanan Pangan Provisni Jawa 
Tengah dan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian; 
(4) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, setipa bulan dengan 
menggunakan cara dengan merekap seluruh laporan Badan/ Dinas/ 
Kantor/ Unit Kerja Ketahanan Pangan Kabupaten, yang hasilnya 
disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan 
Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 
b. Gubernur melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 
menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahun dan akhir tahun 
tentang perkembangan Pelaksanaan Kegiataan DPM-LUEP kepada 
Menteri Pertanian untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mengalokasikan dana kegiatan DPM tahun berikutnya. 
 
C. Permasalahan dalam Pelaksanaan Program DPM-LUEP 
Permasalahan utama dalam pelaksanaan program DPM-LUEP adalah 
kemacetan kredit yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian atau adanya 
tunggakan-tunggakan dari anggota Gapoktan penerima pinjaman DPM-LUEP. 
Posisi keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-LUEP dari tahun 2003 – 2008 
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cukup bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Berikut adalah 
tabel yang menunjukkan jumlah keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-
LUEP tahun 2003 – 2008. 
Tabel 14 
Jumlah Keterlambatan Pengembalian Pinjaman DPM-LUEP 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 - 2008 
No. Tahun Jumlah Pinjaman 
(Rp) 
Nilai 
Pengembalian 
(Rp) 
Jumlah 
Keterlambatan 
(Rp) 
Keterangan 
1 2003 1,149,999,030 1,040,299,030 109,700,000 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
2 2004 1,200,000,300 1,170,000,000 30,000,300 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
3 2005 725,000,290 665,550,290 59,450,000 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
4 2006 2,499,998,780 2,167,055,559 332,943,221 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
5 2007 3,499,997,120 3,018,994,650 481,002,470 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
6 2008 3,996,998,200 3,847,995,000 149,003,200 
Akhir Desember tahun 
tersebut lunas 
Sumber : Evaluasi Pelaksanaan DPM-LUEP Kab. Sukoharjo tahun 2003-2008 
 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahun selalu terjadi 
keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-LUEP. Hal ini disebabkan karena 
beberapa faktor, antara lain : 
 
a. Penggunaan DPM-LUEP yang Kurang Tepat 
 Pemberian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan 
(DPM-LUEP) merupakan kebijakan atau program pemberian “Dana Talangan” 
kepada kelompok tani agar kemampuan pembiayaan mereka bertambah. Yaitu 
untuk membeli gabah atau beras petani pada saat panen raya dengan harga yang 
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wajar dan mengacu kebijakan harga dasar pembelian yang ditetapkan pemerintah 
(HDPP)32. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 
yang signifikan dalam upaya stabilisasi harga gabah petani, sehingga petani dapat 
menikmati kebijakan harga dasar gabah baik antar waktu maupun antar wilayah, 
sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dimulai dari tingkat rumah 
tangga, wilayah, sampai nasional. 
 Tetapi setiap kebijakan apalagi yang menyangkut masalah kredit atau dana 
sangat riskan sekali dengan hambatan kredit macet, walaupun tujuan utamanya 
sudah dirancang sedemikian rupa, seperti yang penulis paparkan di atas. 
 Salah satu alasan anggota Gapoktan tidak segera mengembalikan dana 
LUEP antara lain karena dana tersebut masih digunakan sebagai jaminan kontrak 
dengan DOLOG saat menyetorkan atau memasok produksi beras yang dibutuhkan 
oleh DOLOG. Hal tersebut sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama 
pemberian dana talangan DPM-LUEP yang harusnya digunakan  seluruhnya 
untuk membeli hasil panen gabah petani, dan bukan untuk jaminan DOLOG. 
Anggota Gapoktan seharusnya mempunyai dana lain yang bukan berasal dari 
DPM-LUEP untuk digunakan sebagai jaminan pada DOLOG. Kebijakan 
penyedian modal merupakan usaha yang banyak mempunyai resiko yaitu tidak 
kembalinya dana pinjaman yang telah di berikan oleh Pemerintah atau dalam 
istilah perbankan dikenal dengan kredit macet, hal ini dapat terjadi bilamana 
LUEP menyelewengkan Dana Penguatan Modal (DPM) dan tidak dimanfaatkan 
                                                 
     32 Wawancara dengan Sugiono, staf  Dispertan Kabupaten Sukoharjo. 
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sesuai dengan peraturan yang telah disepakati sehingga tidak mampu 
mengembalikan Dana Penguatan Modal (DPM). 
b. Kekurang Sadaran Anggota Gapoktan untuk Melunasi Pinjaman DPM-
LUEP 
 Pinjaman kredit dari pemerintah ini dimaksudkan meningkatkan 
kesejahteraan petani dan mengoptimalkan produksi pertanian. Namun dalam 
pengembaliannya sering mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman. Salah 
satu penyebab keengganan anggota Gapoktan mengembalikan pinjaman DPM-
LUEP dengan tepat waktu adalah karena pinjaman tersebut tanpa bunga. Tidak 
seperti pinjaman dari bank atau lembaga perkreditan lainnya yang membebankan 
bunga untuk setiap pinjaman dana yang dikucurkan. Pinjaman DPM-LUEP ini 
sama sekali tidak berbunga. Walaupun setiap keterlambatan pelunasannya 
dikenakan denda, namun jumlahnya relatif kecil. Sehingga membuat para 
penerima pinjaman DPM-LUEP menjadi kurang sadar dalam mengembalian 
pinjaman tersebut secara tepat waktu. 
c. Kurangnya Kontrol dari Pihak Pelaksana Program DPM-LUEP 
 Kurangnya pengawasan yang optimal dari pelaksana DPM-LUEP baik 
dari Dinas Pertanian ataupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan 
Mojolaban juga merupakan salah satu penyebab keterlambatan pengembalian 
pinjaman  DPM-LUEP. Selama ini pihak-pihak pelaksana DPM-LUEP hanya 
mengandalkan rasa kepercayaan kepada ketua Gapoktan dalam membagi 
pinjaman dana tersebut tanpa disertai dengan pengawasan aktif oleh para 
pelaksana DPM-LUEP. Meskipun sebelum menerima pinjaman dilakukan uji 
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“petik” terlebih dahulu. Namun, setelah pinjaman dikucurkan maka pihak 
pelaksana seolah-olah lepas tangan dalam penggunaan DPM-LUEP oleh para 
petani. Para pelaksana DPM-LUEP tidak mengerti jika pinjaman ini digunakan 
sesuai tujuan awal atau untuk keperluan lain. Pihak Dinas Pertanian dan 
pemerintah baru melakukan pengawasan maupun usaha penagihan kepada 
penerima pinjaman setelah adanya kasus keterlambatan pengembalian pinjaman 
DPM-LUEP. 
 
D. Upaya Penanggulangan Keterlambatan Pengembalian Dana Penguatan 
Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) 
Program peminjaman dana adalah kebijakan yang banyak mengandung 
resiko cukup besar, yaitu tidak dikembalikannya dana pinjaman yang telah 
diberikan atau dalam istilah perbankan dikenal dengan kredit macet, hal ini terjadi 
bilamana nasabah tidak mampu atau tidak tepat waktu untuk melunasi 
pinjamannya. 
 Pemberian Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan 
(DPM-LUEP) merupakan kebijakan yang dipandang sebagai suatu pemberian 
“Bridging Fund” atau “Dana Talangan” kepada kelompok tani agar kemampuan 
pembiayaan mereka bertambah. Yaitu untuk membeli gabah atau beras petani 
pada saat panen raya dengan harga yang wajar dan mengacu kebijakan harga 
dasar pembelian yang ditetapkan pemerintah (HDPP)33. Dengan adanya program 
ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya 
                                                 
     33 Wawancara dengan Sugiono, staf  Dispertan Kabupaten Sukoharjo. 
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stabilisasi harga gabah petani, sehingga petani dapat menikmati kebijakan harga 
dasar gabah baik antar waktu maupun antar wilayah, dan akhirnya dapat 
meningkatkan ketahanan pangan dimulai dari tingkat rumah tangga, wilayah, 
sampai nasional. Tetapi setiap kebijakan apalagi yang menyangkut masalah kredit 
atau pinjaman sangatlah riskan sekali dengan hambatan kredit macet, walaupun 
tujuan utamanya sudah dirancang sedemikian rupa, seperti yang  dipaparkan di 
atas. 
 Adapun kebijakan-kebijakan yang diusahakan sebagai penanggulangan 
keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-LUEP adalah sebagai berikut : 
1. Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 
Langkah yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dalam 
upaya penanggulangan keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-LUEP adalah 
dengan cara penagihan langsung dilakukan melalui dua tahap, yang pertama 
adalah pemanggilan ketua kelompok tani sebagai penanggung jawab atas 
pengelolaan DPM-LUEP yang telah disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas 
Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Usaha pemanggilan ketua gabungan kelompok 
tani (Gapoktan) penerima DPM-LUEP ini dimaksudkan agar para ketua Gapoktan 
dapat mempertanggungjawabkan penyaluran atau pembagian DPM-LUEP. Disini 
ketua Gapoktan mengajukan daftar nama petani anggotanya yang menerima 
DPM-LUEP dan nama-nama petani yang menunggak disertai alasannya. Sebagai 
langkah awal penagihan, ketua kelompok tani diserahi tugas sebagai penagih 
tunggakan dari anggota-anggotanya. Dan ketua kelompok tani harus melaporkan 
kegiatan penagihan yang telah dilakukannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten 
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Sukoharjo. Jika hal ini mengalami kegagalan, maka pihak Dinas Pertanian 
Kabupaten Sukoharjo akan mengambil langkah yang kedua, yaitu dengan 
mendatangi rumah para petani penerima DPM-LUEP yang menunggak 
pengembalian dana tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti 
tentang sebab-sebab terjadinya penundaan pengembalian DPM-LUEP dari petani 
yang menerima dana tersebut. Dengan cara ini diharapkan akan mempermudah 
Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil langkah yang terbaik 
untuk mengatasi keterlambatan pengembalian DPM-LUEP dari para petani 
penerima. 
 Dinas pertanian Kabupaten Sukoharjo kemudian akan mengajukan 
pertanyaan kepada penerima DPM-LUEP yang berkaitan dengan penyebab 
tunggakan dan kapan waktu pelunasan pemgembalian pinjaman. Pertanyaan itu 
harus dijawab oleh penerima DPM-LUEP dengan alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, apabila alasannya karena terjadi kerugian dari proses 
panen atau gagal panen karena bencana alam maka Pemerintah Daerah melalui 
Dinas Pertanian bisa memahaminya dan solusinya adalah perpanjangan waktu 
pengembalian hingga batas waktu yang disepakati kedua belah pihak. 
 Pada kenyataannya penagihan secara langsung oleh Dinas Pertanian tidak 
membawa hasil yang maksimal karena Gapoktan banyak yang menunda 
pembayaran dengan mengulur waktu dari ketentuan yang telah disepakati, 
meskipun sebagian besar Gapoktan sudah melakukan pelunasan setelah teguran 
secara lisan yang dilakukan langsung oleh staf Dinas Pertanian, namun masih ada 
Gapoktan yang melanggar walaupun persentasenya kecil, untuk Gapoktan yang 
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belum menyelesaikan pembayaran setelah diingatkan secara lisan maka akan 
dilaporkan kepada pihak terkait untuk dipanggil dan diminta pertanggung 
jawabannya saat laporan kegiatan DPM-LUEP  yang diadakan oleh Dinas 
Pertanian. Bagi anggota LUEP yang tidak  melakukan proses pengembalian 
DPM-LUEP dengan tepat waktu karena kesengajaan maka sanksinya tidak 
mendapat DPM-LUEP  selanjutnya pada tahun-tahun yang akan datang. 
2. Kebijakan Penagihan Pemerintah  
Kasus tunggakan kredit petani banyak terjadi pada awal 1970-an yaitu 
pada kasus permasalahan kredit Bimas yang diperkenalkan pemerintah kepada 
petani, satu tahun berjalan kebijakan tersebut telah terjadi keterlambatan 
pengembalian yang terjadi karena bencana alam yaitu banjir sehingga terjadi 
fluktuasi harga padi secara besar-besaran dimana harga padi sangat rendah pada 
musim panen dan melonjak secara drastis pada masa paceklik. Solusi pemerintah 
untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memberikan pinjaman pupuk 
kepada petani dan melakukan perpanjangan pembayaran sampai musim panen 
berikutnya.  Pada tahun 1995 juga terjadi kasus yang berhubungan dengan Kredit 
Usaha Tani (KUT) diamana pada tahun 1994 terjadi serangan hama tikus yang 
mengakibatkan gagal panen di Kecamatan Mojolaban, kemudian Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan mengurangi hutang pinjaman sebesar 50% dari total 
pinjaman. Tahun 1995 Pemerintah membebaskan bunga pinjaman hingga 100% 
dan hutang pokok dikurangai menjadi 50% dari total pinjaman34. Program 
                                                 
     34 Kompas, 8 juni 2001 
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rekanstruksi dilakukan sebanyak dua kali selama pelaksanaan Kredit Usaha Tani 
berlangsung. 
Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak petani 
yang mengeluh tentang kondisi perekonomian rumah tangganya, petani harus 
menanggung beban berat akibat krisis yang berkepanjangan, disisi lain petani juga 
masih harus bertanggungjawab dengan tunggakan kredit yang harus segera di 
selesaikan. pada tahun 2001 diberlakukankeputusan menko KEP. 074/M. 
EKON/02/2001 tentang kebijaksanaan mengenai rekontruksi pinjaman kredit 
pertanian pada bulan Maret tahun 2001 yaitu pemberian keringanan kepada petani 
tentang penghapusan bunga pinjaman untuk petani, dan potongan pinjaman pokok 
kepada petani pemilik lahan kurang dari 0,5 ha sebesar 35% dan untuk petani 
diatas 1 ha sebesar 25% dari total pinjaman35. Upaya yang dilakukan pada tahun 
2001 untuk menyelesaikan masalah tunggakan pinjaman Pemerintah kepada 
petani dilakukan melalui Kapolda Jateng dengan mengeluarkan surat perintah 
tugas kepada aparat kepolisian kepada masing-masing kabupaten/kotamadya 
untuk melakukan penyelidikan terhadap penunggak kredit Usaha Tani di Jawa 
Tengah. Surat perintah dengan nomor SPT/136/V/V/2001 yang ditandatangani 
oleh Kabag Tindak Pidana Korupsi Kompol Sukarjan atas nama Kapolda Jawa 
Tengah, surat perintah itu berisi perintah untuk melakukan penyidikan dan 
penyelidikan terhadap penunggak kredit pinjaman petani yang bertujuan untuk 
mengendalikan dari penyimpangan dana oleh petani serta memantapkan arah dari 
                                                 
     35 Suara Merdeka, 23 Maret 2001 
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proses dari Kebijakan Pemberian modal dari pemerintah kepada petani dalam hal 
pengembangan pertanian dalam negeri. 
Setiap tahun Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk diadakan 
penyesuaian terhadap harga dasar beras dan sebagai penyeimbang ditentukan 
harga batas tertinggi sehingga konsumen tidak menaggung beban berat bila terjadi 
kenaikan harga beras36. Dalam instuksi presiden RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
kebijakan perberasan, yang mempunyai tujuan antara lain : 
1. Meningkatkan Pendapatan Petani 
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan 
3. Pengembangan Ekonomi Pedesaan 
Pada inpres tersebut di atas di jelaskan bahwa setiap kebijakan dari 
Pemerintah pusat harus mengacu pada kesejahteraan petani dengan mewujudkan 
peningkatan produksi padi dan stabilitas harga dengan ditetapakan kebijakan 
harga pembelian gabah oleh pemerintah, pada tahun 2007 antara lain Gabah 
Kering Panen (GKP) Rp. 2.200 per Kg di petani, Gabah Kering Giling (GKG) 
Rp.2800 per Kg di penggilingan padi, atau 2.840 per Kg di gudang Bulog, serta 
beras Rp.4300 perKg di gudang Bulog. Inpres tersebut mempunyai tujuan untuk 
pengelolaan  DPM-LUEP yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan 
menyerap gabah petani dengan harga tinggi dan wajar sehingga dapat mendukung 
upaya stabilitas harga gabah atau beras nasional. 
Sebagian LUEP kurang memahami standart mutu gabah  yang baik sesuai 
dengan  yang ditetapkan Pemerintah sehingga sering muncul permasalahan 
                                                 
     36 Bambang Tri Cahyono. 1983. Kebijakan Pemerintah. Yogyakarta. PN. Andi Offset. hal 18 
 66 
tentang informasi harga gabah yang kurang tepat dengan perbandingan mutu 
gabah. Harga gabah yang tidak stabil dan cenderung naik setiap tahunnya dari 
tahun 2003 sampai 2006 menunjukkan kebiasaan bahwa kenaikan harga yang 
signifikan terjadi pada akhir tahun, menyebabkan perputaran modal yang besar 
untuk pembelian gabah, sehingga  membuat Gapoktan tidak bisa memprediksi 
kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian gabah petani dengan 
memanfaatkan DPM-LUEP. Harga beras dipasar lokal maupun luar kota sulit 
diprediksi karena tergantung kebutuhan dari para pedagang besar yang ada di luar 
kota misalnya, Bandung dan Jakarta37. Pada perkembangan harga gabah yang 
terjadi pada tiga tahun terakhir setelah adanya kegiatan DPM-LUEP terjadi 
peningkatan harga jual gabah hal ini sangat menguntungkan petani karena para 
spekulan membeli gabah juga dengan harga tinggi menyesuaikan standar harga 
dari pemerintah dan persaingan modal dari Gapoktan. 
DPM-LUEP merupakan stimulus bagi petani untuk lebih mengembangkan 
agrobisnis serta peningkatan hasil produksi padi disetiap daerah penerima DPM-
LUEP. Tujuan pemerintah tersebut diatas banyak nengalami kendala dalam 
aplikasi langsung di lapangan, penerima DPM LUEP banyak yang 
menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi dengan alasan itu Pemerintah 
melakukan langkah tegas. 
                                                 
     37 Wawancara dengan H Ngatno Purwosasono pemilik PB.SRI DEWI 
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Pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian melakukan kebijakan mengenai 
penyelesaian tunggakan kegiatan DPM-LUEP yaitu dengan cara dan prosedur 
sebagai berikut38: 
1. Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Tengah menyerahkan Laporan LUEP yang belum melunasi pinjaman di 
wilayah kerja di daerah masing-masing untuk di proses sesuai dengan 
peraturan hukum yang berlaku. 
2. Bendahara penerima pembukuan laporan DPM-LUEP sesuai dengan 
tahun penerimaannya dengan mencantumkan jumlah tunggakan dari 
LUEP serta bertanggungjawab menyetorkan dana pengembalian 
tunggakan. 
3. Penyerahan pengembalian tunggakan DPM oleh LUEP dilakukan 50 
(lima puluh) hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan 
melampirkan: 
(1) data penyerahan kasus tuggakan utang  
(2) berkas aset atau agunan LUEP yang diterima bendahara 
(3) memberikan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan 
sertifikat aguanan 
4. Apabila jumlah agunan LUEP yang dilelang lebih rendah dari nilai 
tunggakan DPM maka LUEP wajib untuk melunasi kekurangannya. 
5. Pelaporan perkembangan proses pelelangan kepada badan bimbingan 
massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya 
                                                 
      38 Buku Pedoman Pelaksanaan DPM-LUEP Kabupaten Sukoharjo 
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direkapitulasi dan dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan 
kepada Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian dan Bupati. 
6. Biaya administrasi dalam proses pelelangan menjadi tanggung jawab 
LUEP pemerima DPM. 
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BAB IV 
DAMPAK DPM-LUEP TERHADAP KEHIDUPAN PETANI 
DI KECAMATAN MOJOLABAN 
 
A. Peranan DPM-LUEP terhadap Peningkatan Produksi Padi dan 
Teknologi Pertanian di Kecamatan Mojolaban 
 Pada hakekatnya usaha pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai 
dengan tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu peningkatkan kesejahteraan rakyat 
banyak39. Demikian pula dalam rangkaian pembangunan masyarakat desa tidak 
lain adalah suatu usaha mengatur pembangunan masyarakat di bidang pertanian di 
pedesaan. Pada tingkat perkembangan sekarang ini, dimana Indonesia masih 
bercorak ekonomi pertanian, nilai potensial terbesar terletak di pedesaan. Selama 
ini pertanian menduduki posisi strategis yang dikaitkan dengan fungsinya untuk 
mencapai beberapa tujuan, antara lain tercapainya swasembada pangan, 
memperluas sumber devisa yang berasal dari komoditi non migas, memperluas 
kesempatan kerja di pedesaan dan menaikkan pendapatan petani yang merupakan 
lapisan terbesar masyarakat yang juga berarti meningkatkan taraf hidup dan daya 
beli masyarakat40. 
 Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, pemerintah mengambil 
kebijakan dengan memberikan subsidi-subsidi pada sarana produksi pertanian 
seperti bibit, pupuk, obat-obatan yang dapat dengan mudah diperoleh dan dijual 
                                                 
     39 Anne Booth dan Peter Mc Cawley. 1982. Ekonomi Orde Baru. Jakarta. LP3ES. Hal 74 
     40 M. Dawan Raharjo. 1982. Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis. Jakarta. 
LP3ES. Hal 202 
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dengan harga murah. Serta pemberian modal berupa kredit dengan bunga ringan 
dan program dana talangan untuk kelompok tani. Pada tahun 2003 pemerintah 
memperkenalkan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi 
Pedesaan (DPM-LUEP) yang tujuan utamanya memberikan dana talangan kepada 
kelompok tani yang mempunyai usaha penggilingan padi agar membeli gabah 
atau beras petani pada saat panen raya dengan harga yang wajar dan mengacu 
kebijakan harga dasar pembelian yang ditetapkan pemerintah (HDPP). Kebijakan 
ini adalah salah satu kebijakan yang pro petani yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan taraf hidup dan kondisi perekonomian para petani di Indonesia. 
 Kecamatan Mojolaban mulai melaksanakan program DPM-LUEP pada 
tahun 2003. Berikut tabel perkembangan jumlah DPM –LUEP mulai tahun 2003 
sampai dengan 2008. 
Tabel 15 
Jumlah Pencairan DPM-LUEP Tahun 2003-2008 
Tahun Jumlah DPM-LUEP (Rp) 
2003                1,149,999,030  
2004                1,200,000,300  
2005                   725,000,290  
2006                2,499,998,780  
2007                3,499,997,120  
2008                3,996,998,200 
  Sumber : Evaluasi Pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2003-2008 
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Dari tabel di atas terlihat bahwa alokasi pemberian dana talangan DPM-
LUEP setiap tahunnya mengalami perubahan. Hal itu dikarenakan anggaran dari 
APBN untuk sektor pertanian juga berubah-ubah. 
 Pemerintah cukup konsisten dalam menangani masalah pertanian di 
Indonesia. Salah satunya dengan memberikan dana talangan bagi para kelompok 
tani (Gapoktan) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Sesuai dengan pola 
produksi tahunan, gabah pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup 
melimpah, sedangkan permintaan gabah atau beras relatif stabil sepanjang tahun, 
sehingga harga gabah turun sampai pada tingkat yang tidak memberikan 
keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik walaupun kebutuhan 
beras relatif stabil namun harga cenderung meningkat. Turunnya harga gabah 
pada saat panen raya, seringkali posisi harga jual jauh di bawah harga dasar yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah sudah mengambil langkah 
pengamanan seperti pembelian gabah oleh Dolog, akan tetapi petani belum secara 
langsung dapat menikmati kebijakan harga dasar gabah tersebut. Karena 
kenyataan itulah pemerintah mencanangkan program DPM-LUEP. Tahun 2003 
DPM-LUEP pertama kali diperkenalkan kepaga kalangan petani. Program ini 
berdasarkan pada surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:64 Tahun 2003 
dan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor:9 tahun 2001 dan surat keputusan 
bersama antara Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor: 
04/SKB/BBKP/II/2002 dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) Nomor: 
KEP.58/UP/02/2002, dikembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan model 
pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-
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LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani, dengan menggunakan APBN yang 
dikelola oleh Dinas Pertanian41. 
 Pelaksanaan program DPM-LUEP di Kecamatan Mojolaban membawa 
perubahan pada sektor pertanian maupun terhadap kehidupan petani itu sendiri. 
Perubahan-perubahan ini terlihat pada : 
1. Perkembangan Hasil Produksi Pertanian 
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sangat 
membantu dalam upaya pengamanan harga gabah/beras petani, walaupun masih 
sangat terbatas pada wilayah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) mitra LUEP 
sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia. Sementara di tingkat lapangan, 
dengan adanya kucuran dana pinjaman tanpa bunga ini sangat berpengaruh 
terhadap para penebas padi yang ikut menaikkan harga beli, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan petani yang selanjutnya berkontribusi pada kuatnya 
modal petani untuk membudidayakan usaha pertaniannya. Berikut adalah tabel 
yang menggambarkan peningkatan hasil produksi gabah di Kecamatan Mojolaban 
sebelum dan sesudah adanya DPM-LUEP. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
     41 Evaluasi Pelaksanaan DPM-LUEP Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 
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Tabel 16 
Rata-rata Produksi Padi Kecamatan Mojolaban 
No Tahun 
Rata-rata Produksi Per 
Ha (Ton) 
1 2000 6,52 
2 2001 6,21 
3 2002 6,93 
4 2003 9,41 
5 2004 9,25 
6 2005 9,02 
7 2006 9,70 
8 2007 9,17 
9 2008 9,58 
      Sumber : Dokumen monografi Kecamatan Mojolaban 
 Dari data di atas terlihat jelas bahwa adanya program DPM-LUEP sangat 
berpengaruh pada pencapaian hasil panen padi oleh petani di Kecamatan 
Mojolaban. Sebelum adanya DPM-LUEP hasil rata-rata produksi padi hanya 
berkisar di angka 6 (enam) ton per Ha. Tetapi setelah muncul DPM-LUEP hasil 
produksi padi di Kecamatan Mojolaban rata-ratanya mengalami peningkatan, 
yaitu 9 (sembilan) ton per Ha. Hal itu disebabkan karena dengan DPM-LUEP, 
gabah dan beras petani dibeli dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Itu 
artinya petani tidak mungkin merugi, namun sebaliknya pendapatannya 
meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut berdampak pada menguatnya 
permodalan para petani. Mereka dapat lebih mengupayakan perawatan tanaman 
padi mereka, seperti pemberian pupuk yang sesuai aturan dan tepat waktu, 
penyemprotan hama dengan segera, serta mengusahakan pengairan secara 
swadaya dengan mengambil air untuk sawah mereka dengan membuat sumur. 
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Irigasi lahan persawahan juga dapat memanfaatkan sungai di sekitar areal 
persawahan dengan menggunakan diesel. Harga diesel yang relatif mahal 
membuat hanya sedikit petani yang memilikinya, namun setelah ada program 
DPM-LUEP yang berdampak pada meningkatnya penghasilan petani, kini setiap 
petani sudah mempunyai diesel yang digunakan sebagai alat pengairan tanaman 
padi mereka. 
2. Kemajuan Teknologi yang Digunakan 
 Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan petani di Kecamatan 
Mojolaban, dibarengi dengan semakin banyaknya petani yang menggunakan 
teknologi pertanian yang lebih modern dalam mengolah lahan persawahannya. 
Teknologi modern ini telah menggantikan teknologi pertanian tradisional yang 
selama ini dilakukan oleh petani-petani di Kecamatan Mojolaban. Teknologi 
modern umumnya bersifat padat modal, artinya teknologi ini memerlukan banyak 
biaya dalam pengoperasiaannya serta menggunakan keterampilan teknis yang 
spesifik dan terdidik42. Namun kelebihan dari penggunaan peralatan pertanian 
bagi pemilik atau penggarap sawah adalahlebih menghemat waktu dan tenaga 
buruh, serta hasil produksi pertaniannya dapat maksimal. 
 Peralatan teknologi pertanian yang pertama kali masuk di Kecamatan 
Mojolaban adalah adanya mesin-mesin traktor dan alat penyemprot hama 
(handspayer). Traktor merupakan pengganti dari penggunaan alat tradisional 
berupa bajak yang biasanya ditarik oleh hewan ternak sapi atau kerbau. 
Perkembangan ini disusul dengan masuknya alat penggiling padi yang disebut 
                                                 
     42 Sindu Galba. 1989. Teknologi Pertanian Tradisional sebagai Tanggapan Aktif Masyarakat 
terhadap Lingkungan di Daerah Pekalongan. Jakarta. Debdikbud. Hal 3 
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dengan mesi huller (masyarakat Mojolaban menyebutnya dengan mesin selep) 
yang merupakan pengganti lesung. 
 Dalam perkembangan jumlah peralatan pertanian di Kecamatan Mojolaban 
yang semakin banyak, terlihat dari jumlah traktor yang dimiliki secara pribadi 
oleh petani meningkat, dari 1 (satu) traktor menjadi 4 (empat) traktor. Traktor-
traktor milik pribadi ini selain digunakan untuk menggarap lahan sawahnya 
sendiri juga disewakan kepada petani-petani lain yang tidak memilikinya. 
Sementara itu mesin selep atau alat penggiling padi menjadi beras juga telah 
banyak dimiliki oleh petani-petani di Kecamatan Mojolaban. Pemilik-pemilik 
mesin selep inilah yang menjadi penerima dana talangan DPM-LUEP. Karena 
selain menggiling padi milik sendiri, mereka juga membeli gabah dari petani lain 
yang selanjutnya digiling untuk dijadikan beras. 
 Pemakaian peralatan teknologi pertanian modern membawa dampak 
negatif terhadap tenaga kerja (buruh tani) karena tenaga mereka tidak banyak 
dibutuhkan dalam pengolaha lahan persawahan. Sebelum penggunaan teknologi 
modern, buruh tani sangat dibutuhkan oleh petani pemilik atau penggarap sawah, 
karena pertanian dengan sistem tradisional masih mengendalkan tenaga manusia. 
Jumlah tenaga buruh tani yang diperlukan dalam pertanian tidak tentu. Tergantung 
pada luas lahan,  kegiatan dan berat atau ringannya pekerjaan tersebut, serta faktor 
waktu juga sangat mempengaruhi kebutuhan tenaga buruh. 
 Dari segi kebutuhan tenaga buruh, pekerjaan yang menyerap tenaga buruh 
dalam jumlah banyak adalah pada saat pengolahan lahan dan pada saat panen 
raya. Petani pemilik sawah memerlukan tenaga buruh sekitar 15 hingga 20 orang 
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untuk tahap pengolahan lahan dan musim panen. Upah yang diberikan rata-rata 
Rp. 20.000,- per hari ditambah dengan sarapan dan makan siang, serta pemberian 
rokok kepada tenaga buruh pria. Jadi dalam sehari jumlah pengeluaran untuk 
pembayaran upah buruh tani adalah Rp. 40.000,-. Hal ini belum terhitung adanya 
pengeluaran lain seperti menyewa traktor dan menggilingkan hasil panen. 
Sehingga dalam satu musim tanam petani harus mengeluarkan biaya yang tidak 
sedikit untuk pengelolaan lahan pertanian mereka. Karena itu diperlukan modal 
modal yang cukup dan kuat pula. 
 Dengan pemakaian peralatan modern, pemakain tenaga kerja manusia 
berkurang. Peralihan pemakaian teknologi tradisional ke teknologi modern tidak 
dapat dihindari karena tuntutan efisiensi proses produksi. Petani pemilik sawah 
berkepentingan juga untuk mengejar penanaman pada musim pada musim tanam 
yang akan datang. Akibat adanya pengurangan pemakaian tenaga buruh adalah 
terjadinya pengangguran di wilayah pedesaan, karena berkurangnya lapangan 
pekerjaan di sektor pertanian. 
 Mayoritas buruh-buruh tani beralih ke pekerjaan pada sektor non 
pertanian. Kebanyakan dari mereke bekerja sebagai buruh-buruh pabrik di Kota 
Solo. Mengingat jarak antara Kecamatan Mojolaban dan Kota Solo yang tidak 
terlalu jauh, maka mereka sering kali melakukan mobilitas ulang-alik 
(Commuter), yaitu para buruh ini dapat berangkat bekerja dan selanjutnya pulang 
lagi ke rumah. Dalam arti mereka tidak menginap di kota tempat mereka bekerja. 
Para buruh pabrik ini terdiri dari pemuda-pemuda desa dimana mereka lebih 
memilih menjadi buruh pabrik karena menurut mereka menjadi buruh pabrik 
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mempunyai prestise yang lebih baik dibandingkan dengan buruh tani. Hal ini akan 
membawa masalah baru bagi petani di Kecamatan Mojolaban, karena mereka 
kesulitan mencari tenaga buruh tani untuk membantu mengolah lahan 
pertaniannya sehingga mereka menyewa buruh-buruh tani dari luar daerah 
Mojolaban.  
Akibat lain dari penggunaan teknologi modern adalah terjadi pergeseran 
budaya karena dampak modernisasi yaitu menggambarkan perubahan tentang cara 
hidup yang baru di kalangan petani43. Perubahan ini juga terjadi pada 
memudarnya nilai-nilai tradisi pertanian seperti methik dan bersih desa. Mereka 
beranggapan bahwa tradisi methik dan bersih desa sudah tidak relevan lagi jika 
masih diterapkan di masa sekarang. 
 Tradisi methik yang pada awal mulanya sebagai wujud doa petani agar 
padi yang akan dipanen tidak mengalami kerusakan dan agar hasil yang dicapai 
nantinya akan melimpah, saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh para petani di 
Kecamatan Mojolaban. Kebanyakan dari para petani sudah dapat berfikir logis, 
bahwa baik buruknya hasil pertanian mereka tidak tergantung pada upacara 
methik melainkan karena tepatnya perawatan yang diperlukan tanaman padi 
selama masa tanam sampai masa panen. 
 Dalam skripsi ini akan sedikit dibahas tentang kehidupan sosial petani di 
Kecamatan Mojolaban. Salah satunya adalah tradisi methik dan bersih desa. 
Masyarakat petani di Kecamatan Mojolaban mempunyai tradisi yang diadakan 
setiap tahun yang berhubungan dengan pertanian yaitu tradisi methik dan upacara 
                                                 
     43 Daniel Lerner dan Muljarto Tjokrowinoto. 1983. Memudarnya Masyarakat Tradisional. 
UGM press. Hal 29 
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bersih desa (Rasulan). Tradisi methik merupakan salah satu wujud tradisi 
pemetikan hasil pertanian oleh petani pemilik sawah. Tradisi  ini biasanya 
dilakukan sebelum musim panen tiba atau tepatnya saat menjelang musim panen. 
Jika padi sudah siap dipanen maka pemilik sawah akan berunding dengan istrinya 
untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk memanen padi mereka. Setelah 
ada kepastian, maka istri dari petani akan melakukan persiapan seperlunya guna 
mengadakan selamatan. Jika telah ditentukan hari yang dianggap baik, maka 
petani pemilik sawah akan mendatangi tetangganya untuk memberitahukan bahwa 
dia akan segera memetik hasil padi mereka yang sebelum itu dilakukan selamatan 
terlebih dahulu. Selamatan ini biasanya diadakan dua atau tiga hari ebelum 
dilakukan panen padi. Upacara  dilakukanpada sore hari yang bertempat di sekitar 
pingipinggir areal persawahan yang tanaman padinya siap untuk dipetik. 
 Dalam upacara ini para tamu yang hadir duduk di tikar dan pemilik sawah 
biasanya telah menyiapkan sajian berupa nasi uduk, ingkung ayam, dan jajanan 
pasar. Upacara pemetikan ini dipimpin oleh seorang sesepuh desa. Sebelum 
diadakan pemetikan padi yang pertama, maka diadakan doa bersama dengan 
tujuan memohon berkah dari Allah SWT agar panennya berhasil dengan baik, 
padi yang dipanen tidak mengalami kerusakan sehingga mereka memperoleh 
keuntungan dari penjualan hasil produksi pertaniannya itu. Setelah dilakukan doa 
bersama, maka pemilik sawah akan melakukan pemetikan beberapa tangkai padi 
sambil berkata “Aku ora arep methik pariku nanging arep methik parine Mbok 
Sri”(saya tidak akan memetik padi milik saya tapi akan memetik padi milik Mbok 
Sri). Mbok Sri merupakan sebutan dari Dewi Sri yang menurut kepercayaan 
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masyarakat Jawa adalah dewi padi, dimana kepada Dewi Sri inilah mereka 
memohon perlindungan dari bahaya khususnya dalam panenan agar menghasilkan 
padi yang baik dan berlimpah44. Setelah pengambilan beberapa tangkai padi ini 
selesai, maka para tamu dipersilakan untuk makan bersama dan pembagian sajian 
khusus kepada bocah-bocah angon yang juga diundang oleh pemilik sawah. 
 Setelah adanya panen raya, masyarakat Kecamatan Mojolaban 
mengadakan upacara Bersih Desa atau disebut juga dengan Rasulan. Upacara 
Bersih Desa ini diadakan setiap satu tahun sekali meskipun pada kenyataannya 
pertanian di Kecamatan Mojolaban melakukan musim tanam sebanyak tiga kali 
dalam satu tahun. Berbeda dengan tradisi Methik yang dilakukan secara individual 
oleh masing-masing pemilik sawah, upacara Bersih Desa diadakan secara serentak 
oleh warga desa di Kecamatan Mojolaban. Pelaksanaan upacara Bersih Desa 
biasanya bertempat di kediaman salah seorang petani yang dianggap mampu 
(kaya). Para warga desa yang akan mengikuti upacara Bersih Desa diwajibkan 
membawa sesajen yang sama yaitu nasi uduk, ingkung ayam, dan jajanan pasar 
(pisang raja, bengkoang, apem, dan lain-lain). Setelah warga desa berkumpul, 
maka diadakan doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa atau kepala desa 
setempat. Kemudian sesajen yang telah dibawa oleh warga, dimakan bersama-
sama. 
 Tujuan diadakannya upacara bersih desa adalah sebagai ungkapan rasa 
syukur kepada Allah atas keberhasilan panen padi warda desa di Kecamatan 
Mojolaban. Ungkapan ini disimbolkan dengan pembagian nasi uduk kepada 
                                                 
     44 Wawancara dengan Amir Mahmud, warga desa Plumbon Kecamatan Mojolaban tanggal 20 
September 2009 
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warga desa lain saat upacara dilaksanakan. Dalam tradisi ini biasanya dimeriahkan 
dengan pementasan wayang kulit yang mengambil cerita tentang hal yang 
berhubungan dengan pertanian. Menurut kepercayaan mereka jika tradisi 
pementasan wayang kulit ditiadakan, maka timbul perasaan was-was tentang 
adanya kegagalan panen di masa tanam yang akan datang. Seperti yang 
diceritakan oleh Ibu Wiwik, pada tahun 1970-an upacara Bersih Desa diadakan 
tanpa ada pementasan wayang kulit, akibatnya adalah terjadi gagal panen karena 
serangan hama tikus secara besar-besaran pada musim tanam berikutnya. 
Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya dalam upacara Bersih Desa selalu 
menyertakan pementasan wayang kulit. 
 
B. Peranan DPM-LUEP terhadap Peningkatan Pendapatan Petani 
di Kecamatan Mojolaban 
Program usaha tani sejak awal digulirkan oleh pemerintah, mempunyai 
tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan jumlah produksi padi di 
Indonesia. Dipadu dengan program pertanian lain seperti penyuluhan pertanian, 
program DPM-LUEP mampu mengoptimalkan pendapatan petani sekaligus 
menaikkan hasil produksi padi di Kecamatan Mojolaban. Kombinasi dari program 
DPM-LUEP adalah program penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh Petugas 
Penyuluh Lapangan (PPL) di Kecamatan Mojolaban, dimana para PPL memberi 
penjelasan kepada petani tentang penggunaan peralatan pertanian yang modern 
dan cara perawatan tanaman padi yang tepat. Sebelum memakai peralatan 
pertanian yang modern, para pemilik sawah masih memerlukan tenaga buruh 
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dalam jumlah banyak sehingga mereka juga mengeluarkan biaya yang tidak 
sedikit untuk membayar tenaga buruh tersebut. Setelah diperkenalkan teknologi 
modern oleh petugas penyuluh pertanian, maka dalam pengolahan lahan pertanian 
tanaman padi tidak diperlukan lagi tenaga kerja buruh dalam jumlah besar. Hal ini 
tentunya sangat menguntungkan para pemilik sawah. Mereka dapat lebih 
menghemat biaya. Pendapatan yang mereka terima dari hasil penjualan hasil 
panen akan meningkat karena pengeluaran atau biaya operasionalnya menurun. 
Kenaikkan kesejahteraan dan taraf hidup petani di Kecamatan Mojolaban 
saat ini semakin baik. Terbukti dengan semakin banyaknya barang-barang mewah 
yang dimiliki oleh para petani, seperti mobil, sepeda motor, kulkas, dan lain-lain. 
Bahkan hanya dengan mengandalkan hasil pertaniannya, sebagian petani di 
Kecamatan Mojolaban dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke tingkat 
perguruan tinggi. Kemudian saat ini juga sudah banyak petani di Kecamatan 
Mojolaban yang naik haji. Dengan  DPM-LUEP saya bisa mempunyai modal 
lebih untuk pembelian gabah petani dan melakukan pemasaran beras ke berbagai 
daerah dengan lancar45. Data dibawah ini menunjukan peningkatan jumlah alokasi 
DPM-LUEP dan nilai penjualan gabah oleh anggota penerima dana LUEP. 
 
 
 
 
 
                                                 
     45  Wawancara dengan Mugiono, pemilik UD Mugiono 
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Tabel 17 
Jumlah Alokasi dan Nilai Penjualan Gabah oleh Gapoktan  
di Kecamatan Mojolaban Tahun 2006 dan 2008 
Alokasi DPM-LUEP (Rp) Nilai Penjualan No. Nama LUEP 
2006 2008 2006 2008 
1 PB. Sri Dewi 
320,001,560 499,999,000 540,520,000 828,895,000 
2 PB. Sri Makmur 
199,998,308 209,998,800 319,499,200 288,562,000 
3 UD. Mugiono 
199,998,308 199,998,800 383,499,950 566,290,000 
Jumlah 
720,000,182 909,998,608 1,243,521,156 1,683,749,008 
Sumber: Laporan pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2006 dan 2008 
Tabel diatas menunjukan kenaikan nilai penjualan gabah oleh Gapoktan 
Penerima DPM-LUEP. Kenaikan nilai penjualan gabah tersebut mengindikasikan 
adanya kenaikan jumlah pendapatan dan keuntungan bagi Gapoktan penerima 
DPM-LUEP di Kecamatan Mojolaban. Kenyataan di atas merupakan dampak dari 
program pemerintah dalam membangkitkan sektor pertanian. Produksi 
pertaniannya meningkat, taraf hidup para petaninya pun juga membaik. 
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BAB V 
KESIMPULAN  
 
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini maka dapat dibuat kesimpulan seperti di bawah ini. 
Demi terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh, sejak tahun 2003 
pemerintah menjalankan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha 
Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Yaitu sebuah pinjaman tanpa bunga yang 
diberikan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang dikelola oleh Dinas 
Pertanian yang ada di setiap Kabupaten di Indonesia. Keberhasilan program Dana 
Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) ditandai 
dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 2008 semakin meningkatnya 
jumlah produksi padi dari tahun ke tahun. 
Permasalahan utama dalam pelaksanaan program Dana Penguatan Modal 
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah kemacetan kredit yang 
disebabkan oleh keterlambatan pengembalian atau adanya tunggakan-tunggakan 
dari anggota Gapoktan penerima pinjaman DPM-LUEP. Posisi keterlambatan 
pengembalian pinjaman DPM-LUEP dari tahun 2003 – 2008 cukup bervariasi, 
mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. 
Keterlambatan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga 
Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) adalah penggunaan Dana Penguatan 
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang kurang tepat, 
kekurang sadaran para penerima Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha 
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Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk melunasi pinjaman dengan tepat waktu. 
Dan kurangnya kontrol dari pihak pelaksana program Dana Penguatan Modal 
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Adapun kebijakan-kebijakan 
yang diusahakan sebagai upaya penanggulangan keterlambatan pengembalian 
pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-
LUEP) adalah sebagai berikut : 
Yang pertama adalah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo. 
Langkah yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dalam upaya 
penanggulangan keterlambatan pengembalian pinjaman DPM-LUEP adalah 
dengan cara penagihan langsung dilakukan melalui dua tahap, yang pertama 
adalah pemanggilan ketua kelompok tani sebagai penanggung jawab atas 
pengelolaan DPM-LUEP yang telah disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas 
Pertanian Kabupaten Sukoharjo. Jika hal ini mengalami kegagalan, maka pihak 
Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo akan mengambil langkah yang kedua, yaitu 
dengan mendatangi rumah para petani penerima DPM-LUEP yang menunggak 
pengembalian dana tersebut. Langkah yang kedua adalah kebijakan penagihan 
pemerintah. Dimana pemerintah Pusat melalui Dinas Pertanian melakukan 
kebijakan mengenai penyelesaian tunggakan kegiatan DPM-LUEP yaitu dengan 
cara dan prosedur  sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 
Pelaksanaan DPM-LUEP di Kecamatan Mojolaban membawa perubahan 
pada sektor pertanian maupun terhadap kehidupan petani. Perubahan-perubahan 
tersebut terlihat pada perkembangan hasil produksi pertanian, penggunaan 
teknologi yang modern, dan meningkatnya pendapatan petani. 
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